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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan
Laporan Kinerja Triwulan | Tahun 2025 dapat
diselesaikan. Laporan Kinerja Triwulan | Tahun 2025
merupakan bentuk aktualisasi dan akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Penyusunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM

di Ambon ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik

mengenai kinerja untuk mendorong menyelenggarakan tugas umum dan fungsi selaku

instansi pemerintah yang baik.

Pada tanggal 31 Januari 2025 telah disusun rancangan Renstra Balai POM di Ambon

Tahun 2025-2029 yang selanjutnya direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja serta evaluasi paruh waktu
dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Balai POM di Ambon tahun 2025-2029.
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Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan | Tahun 2025, diharapkan akan

memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, dan sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan/ tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan
rekomendasi perbaikan kinerja Balai POM di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada
Tahun berikutnya.

Ambon, 29 April 2025
Kepala Balai POM di Ambon,

Tamran Ismail, S.Si.,MP
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- RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon disusun berdasarkan

Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, yang
terdiri dari 24 Indikator Kinerja Utama. Dalam mengukur capaian kinerja, pendekatan
balanced scorecard sudah menggunakan 3 perspektif, yaitu Stakeholder, Internal
Process dan Learning & Growth. Dari perspektif tersebut diturunkan menjadi 8 sasaran
kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan Tahun 2025 diukur dari 8 (delapan) Sasaran
Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja
Utama (IKU). Pada Triwulan | Tahun 2025, diperoleh nilai NPSS sebesar 95,84%
dengan kriteria “Baik”, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 62,22%, NPS
perspektif internal proses sebesar 95,84%, NPS perspektif learning & growth sebesar
0%. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Ambon telah mencapai target 2
sasaran strategis “tidak dapat disimpulkan”, 1 sasaran strategis dengan kriteria
“Sangat Baik”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “Cukup”, 1 sasaran strategis
dengan kriteria “Kurang” dan 3 sasaran strategis dengan kriteria “Indeks Tahunan”

dari semua perspektif.

1. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 77,77% dengan kriteria “Cukup”.
Terdiri dari 11 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :

“Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan”, realisasi 100,00% dengan capaian 117,65% (Tidak dapat
disimpulkan)

- “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan
KTD/ESO?”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (Indeks Tahunan)

- “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan”, realisasi 100,00% dengan capaian 125,00% (Tidak dapat
disimpulkan)

- “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh
UPT?”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (Dikecualikan dalam penilaian
TWI)
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“Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”,

realisasi 100,00% dengan capaian 117,65% (Tidak dapat disimpulkan)

- “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”, realisasi 95,45%
dengan capaian 112,29% (Tidak dapat disimpulkan)

- “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, realisasi 25,00% dengan capaian 28,74%
(Kurang)

- “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00%
(Kurang)

- “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, realisasi 99,38% dengan capaian 105,72%
(Sangat Baik)

- “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, realisasi 100,00% dengan capaian 125,00%
(Tidak dapat disimpulkan)

- “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai
ketentuan”, realisasi 98,70% dengan capaian 123,38% (Tidak dapat
disimpulkan)

2. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di
wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 0% karena merupakan indeks tahunan.
Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :

“Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT
sesuai Standar Kemampuan Laboratorium?”, realisasi 0,00% dengan capaian
0,00% (Indeks Tahunan)

3. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” mencapai
NPS sebesar 104,21% dengan kriteria “Sangat Baik”. Terdiri dari 4 Indikator Kinerja
Kunci (IKK), dimana 4 IKK dengan kriteria sebagai berikut :
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“Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah
kerja UPT”, realisasi 91,63% dengan capaian 104,21% (Sangat Baik)
- “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”,

realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (Kurang)

- “Jumlah Desa Pangan Aman”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00%
(Kurang)

- “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”, realisasi 0,00% dengan
capaian 0,00% (Kurang)

4. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan
dan mutu” mencapai NPS sebesar 46,68% dengan kriteria “Kurang”. Terdiri dari 1
Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :

“Persentase  UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi
sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan

olahan”, realisasi 11,67% dengan capaian 46,68% (Kurang)

5. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
yang efektif di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 183,30% dengan
kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK),
dengan kriteria sebagai berikut :

“Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan di UPT”, realisasi 18,33% dengan capaian 183,30% (Tidak
dapat disimpulkan)

6. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 0%
dengan kriteria “Kurang”. Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 1 IKK
“ dengan kriteria sebagai berikut :
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“Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang diselesaikan sesuai standar”, realisasi 50% dengan capaian
100% (Baik)

7. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
‘Layanan Publik UPT yang prima” mencapai NPS sebesar O karena merupakan
indeks tahunan. terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai
berikut :

“Indeks Pelayanan Publik UPT”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00%

(Indeks tahunan)

8. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
"Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” mencapai
NPS sebesar 0 karena merupakan indeks tahunan. Terdiri dari 4 Indikator Kinerja
Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :

- “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM?”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00%
(Indeks Tahunan)

- “Nilai AKIP UPT”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (Indeks Tahunan)
“Nilai Kinerja Anggaran UPT”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (Indeks
Tahunan)

- “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM?”, realisasi 0,00% dengan capaian
0,00% (Indeks Tahunan)

BPOM di Ambon akan terus melaksanakan optimalisasi peran kelembagaan dan
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan
pelaksana dilingkungan BPOM di Ambon sehingga dapat mendukung kinerja BPOM di
Ambon secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean
Government. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang ditelah ditetapkan, berbagai
upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga
monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh BPOM di Ambon.
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Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran

menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Ambon, 29 April 2025
Kepala Balai POM di Ambon,

Tamran Ismail, S.Si., MP
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2. | LAPORAN KINERUA
- HIGHLIGHT

Selama Tahun 2025, Balai POM di Ambon memiliki beberapa inovasi yang diantaranya

adalah :

1. Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi) merupakan inovasi terkait gratifikasi berupa pin yang
menjadi atribut wajib setiap pegawai Balai POM di Ambon baik yang berada di kantor
(sebagai bentuk internalisasi) maupun bertugas di lapangan sebagai bentuk
sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, Pin TOKI juga diberikan
kepada pengguna layanan publik/ customer yang berkunjung ke Balai POM di

Ambon sebagai bentuk sosialisasi terhadap sikap anti gratifikasi.

Gambar 1. Logo Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi).

2. Panorama 24 (Papan Informasi Online 24 Jam) merupakan salah satu inovasi
berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik
dengan memberikan informasi terkait obat dan makanan yang dapat diakses secara
online dengan mudah dan cepat berbasis web. Berbagai informasi yang dapat dilihat
melalui menu profil, layanan, pengaduan & konsultasi, informasi publik, inovasi dan
kabar terkini seputar lingkup pengawasan Balai POM di Ambon melalui url :

www.ambon.pom.go.id.
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Gambar 2.. Logo Panorama 24 (Papan Informasi Online 24 Jam)

3. Lapor Katong sebagai inovasi layanan pengaduan (Whistleblowing system) eksternal
dan internal yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan
pegawai yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur melalui QR Code.
Pelaporan yang bersumber dari pihak eksternal (Masyarakat) akan langsung
diarahkan ke WA pengaduan yang dipegang oleh Kepala Balai POM di Ambon, dan
pelaporan yang bersumber dari pihak internal akan tersambung langsung ke aplikasi

Sang Integritas.

Gambar 3. Logo Lapor Katong

4. Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi
Produk UMKM) merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan secara
komprehensif kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui
pendampingan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Kegiatan Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui OSS RBA,
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pendampingan pembuatan NPWP melalui pajak online, percepatan proses

pemeriksaan sarana balai, pendampingan proses e-sertifikasi, pendampingan
proses e-registrasi, pendampingan akses permodalan, pendampingan SPP-IRT,
pendampingan pembuatan desain label, membantu akses pemasaran, dan
membantu akses sertifikasi halal.

Program ini menggunakan strategi kolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan sejak produksi sampai pemasaran. Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM
berhasil terpilih sebagai salah satu dari Top 24 kompetisi KOIN (Kompetisi Inovasi)
BPOM 2025. Melalui tahapan penilaian substansi yang ketat, inovasi ini
mendapatkan pengakuan atas kontribusinya dalam mempercepat sertifikasi dan
registrasi produk UMKM di Provinsi Maluku.

Kompetisi KOIN BPOM merupakan ajang untuk mengembangkan budaya inovasi di
lingkungan BPOM dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik

kepada masyarakat

Pendampingan Percepatan Sertifikasi
dan Registrasi Produk UMKM

Gambar 4. Logo Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi Produk
UMKM)

5. Sosis RB, Inovasi ini berupa sosialisasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk
mengedukasi dan menginternalisasi pegawai Balai POM di Ambon terkait
pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani serta Core Values ASN BerAKHLAK. Inovasi ini
dilaksanakan setiap hari Senin saat apel pagi dan kuis yang dilaksanakan setiap

triwulan sebagai salah satu evaluasi keberhasilan inovasi ini. Diharapkan dengan

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025




Jﬁl
EPOM A ANBON

adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan hasil survey indeks core values
berAKHLAK dan indeks RB Balai POM di Ambon.

Gambar 5. Logo Sosis RB

6. Kalesang BMN merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Balai
POM di Ambon guna mengefektifkan pemeliharaan BMN serta pelaporan yang
dilakukan oleh pegawai/ pengguna BMN. Pada tahap awal pegawai akan di berikan
5 pilihan fitur yaitu konsultasi, input laporan, monitoring status penanganan laporan,

permintaan layanan Tl dan FAQ (Frequently Asked Question).

KALESANG
BMN

Gambar 6. Logo Kalesang BMN
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- BAB | PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas

Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Ambon sebagai UPT dari
BPOM bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan
makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika,
zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas
keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Maluku.

Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan melekat pada Balai POM di
Ambon sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan di Provinsi
Maluku dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan, dari
hulu sampai ke hilir. Tupoksi Balai POM di Ambon ini sangat penting dan strategis
dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (ASTA
CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada
butir 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
dan pada butir 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri.

Tahun 2025 merupakan tahun awal rencana strategis 2025-2029, oleh karena itu,
Balai POM di Ambon sebagai lembaga pengawas obat dan makanan sangat
penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia,
dan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi informasi dan
lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut. Pelaporan kinerja
penting dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut
juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan nomor
No. 3 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan BPOM, Balai POM di
Ambon merupakan UPT BPOM yaitu
satuan kerja bersifat mandiri yang

melaksanakan tugas teknis operasional

tertentu dan/atau tugas teknis penunjang
tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan Balai POM di
Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin
oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif
dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis
Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku meliputi 9 (sembilan)
kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika,

suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Tugas
Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, Balai POM di Ambon

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan
Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT

Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, memiliki fungsi
sebagai berikut :
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan

Makanan;

Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas
pelayanan kefarmasian;

Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan
Makanan;

Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan
penyidikan

Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di
bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan
Obat dan Makanan;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI
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i STRUKTUR ORGANISASI ) ) //
. BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON - :

T
BADAN POM
°

L ] L =
Tamran Ismail, 5.5i, MP 'y b
Kepala Balai POM di Ambon ’
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Leindhard S. D. Si SH., MH.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

ate

® . ads
i Piass

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fung§ional

(s Ce L4
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Berdasarka Kepala Batai Obat Dan Makanan Di Ambon Nomor : Hk.02.02.290.23a5.08.23.216 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pada Lingkungan Balai Peng Qbat Dan on Di Ambon Tahun 2023 .

Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Substansi

dijabarkan sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik
negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan
kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta
kerumahtanggaan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Fungsi Pengujian mempunyai tugas
melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia,
Mikrobiologi dan Biomolekuler.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Fungsi Pemeriksaan mempunyai tugas
melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi
Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi
dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Fungsi Penindakan mempunyai tugas

melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
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perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Fungsi Informasi dan Komunikasi
mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan
pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di
bidang pengawasan Obat dan Makanan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan
fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Balai POM di Ambon memiliki peran sangat strategis dalam memastikan produk
obat dan makanan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu dan berkhasiat
atau bergizi. Untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan perlu

peran serta pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat selaku konsumen.

Balai POM di Ambon akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisme dengan
para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan
mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon untuk

penjaminan keamanan obat dan makanan yang beredar.

Kolaborasi dan sinergisme Balai POM di Ambon pada Triwulan | Tahun 2025 telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Untuk memaksimalkan jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada
masyarakat yang membutuhkan terutama anak sekolah dan kelompok usia
rentan lainnya, BPOM di Ambon mengikuti Rapat Koordinasi Program MBG di
Kantor Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 09 Januari 2025

b. Kepala Balai POM di Ambon didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Maluku, turun langsung ke lokasi pengelolaan makanan bergizi gratis di Satuan
Pelayanan Pemenuhan (SPPG) 733 Masariku Kota Ambon. BPOM Ambon
memberikan edukasi kepada para pengelola makanan terkait keamanan

pangan serta higiene sanitasi dalam mengelola dan menyajikan makanan agar
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keamanan pangan tetap terjamin sesuai dengan syarat-syarat keamanan

pangan pada tanggal 09 Jnuari 2025

c. Tanggal 18 Februari 2025, bertempat di Gedung Layanan Publik Balai POM di
Ambon Telah dilakukan Koordinasi vendor mitra program MBG dalam rangka
penyiapan sarana pengolah pangan. Dalam pertemuan ini, Pihak Mitra
memerlukan masukan dari BPOM agar setiap tahapan dalam penyiapan paket
MBG memenuhi Standar / sesuai prinsip keamanan pangan.

d. Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi siswa sekolah di
Kota Ambon, Balai POM di Ambon telah melaksanakan Bimbingan Teknis
Keamanan Pangan kepada para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) pada tanggal 18 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan kepada siswa terjaga
kualitas dan keamanannya. Melalui peningkatan pengetahuan mengenai
keamanan pangan, diharapkan para petugas SPPG dapat menjalankan tugas
dengan lebih optimal, mendukung keberhasilan program ini, dan memastikan
bahwa makanan yang diberikan kepada siswa adalah aman dan bergizi

e. PadaTanggal 20 Februari 2025 telah dilaksanakan BIMTEK Manajemen Risiko.
Melalui Bimtek Manjemen Risiko diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

f. Dalam rangka pengawalan keamanan pangan menjelang Ramadan dan Idul fitri
Tahun 2025/1446 H, BPOM di Ambon lakukan Intensifikasi Pengawasan
Pangan (Inwas) untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di
peredaran dengan sasaran pengawasan sarana peredaran dan produk pangan
Tanpa lzin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak serta sampling dan pengujian
takjil. Balai POM di Ambon telah melakukan pengawasan Tahap | dan Tahap I
terhadap 8 sarana yang terdiri dari 4 sarana ritel modern dan 4 gudang
distributor, berdasarkan hasil pengawasan 8 sarana tersebut memenuhi
ketentuan. Balai POM di Ambon juga melakukan pengawasan di 7 titik sampling
pusat takjil, memeriksa 59 item sampel yang negatif mengandung bahan
berbahaya.

g. Pembekalan Mahasiswa Program KKN Universitas Pattimura Ambon, Angkatan

LI, Gelombang II, Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan ini merupakan wujud
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implementasi Nota Kesepahaman antara Badan POM dan Universitas

Pattimura Ambon. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membekali Para
Mahasiswa KKN dengan pengetahuan terkait topik yang dimaksud sebelum
terjun ke masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang
positif dan berdampak baik bagi masyarakat.

h. Percepatan pembuktian kasus narkoba melalui Inovasi PUSAKA OMA
(Percepatan Pengujian Sampel Pihak Ketiga Obat dan Makanan) dan SIPT
(Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) sampel eksternal merupakan salah satu
bentuk kerja sama antara Balai POM di Ambon dan Polda Maluku. Diharapkan
melalui kegiatan ini pengujian kasus narkoba dapat diselesaikan lebih mudah
dan lebih cepat demi pelayanan publik yang prima.

i. Pada Tanggal 25 Maret 2025 Dewan Pengurus Wilayah LSM Pelopor Maluku
melakukan audiensi dengan Kepala Balai POM di Ambon, untuk membahas isu
krusial terkait fungsi pengawasan BPOM terhadap keamanan pangan serta
peran BPOM dalam pengawasan pemasukan bahan berbahaya sianida di
Maluku.

j. Balai POM di Ambon melakukan koordinasi dalam rangka kolaborasi
pengawalan terpadu KLB di Wilayah Provinsi Maluku. Adapun koordinasi
dilakukan antara Balai POM di Ambon dengan Dinas Kesehatan Provinsi
Maluku, Balai Karantina Kesehatan Provinsi Maluku, dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Provinsi Maluku. Koordinasi ini dilakukan untuk
membahas isu-isu dan rencana strategis tindakan penanganan KLB dengan

memastikn kualitas obat dan makanan yang beredar.
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BADAN POM

bernur Provinsi Maluku

KINERJA HARIAN

& Kantor Gubernur Provinsi Maluku 09/01/2025

Jl’,

BADANPOM

a pengelola makanan terkait keamanan

KINERJA HARIAN

L satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 733 Masariku
09/01/2025
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BADAN POM

angka penyiapan sarana pengolah

KINERJA HARIAN

Koordinasi Vendor Mitra Program MBG dalam
rangka penyiapan sarana pengolahan pangan

L€ Ruang Konsultasi dan Pengaduan Balai POM di Ambon
18,/02/2025

v

BADANPOM

Bimbingan Teknis Keamanan Pangan dan

Penyiapan Pangan MBG bagi petugas SPPG di 733
Masariku

L 733 Masariku
18/01/2025
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Inspektur | Badan POM Kepala Balai POM di Ambon
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MUSYADAD TIM INSPEKTORAT 1
BPKP Provinsi Maluku Badan POM

20 FEB 25

Offline: Balai POM di Ambon
Online : Zoom
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amadan dengan Inovasi Mobil Terosa

KINERJA HARIAN

L Ambon, Maluku 04,/03/2025

BPOM Ambon Lakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan
Ramadan dengan Inovasi Mobil Terosa
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FOOD AND DRUG STANDARDIZATION IN MALUKU
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Kepala Balai POM di Ambon
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f ‘Baldi'POM di Ambon and Polda Maluku,
) e Working Together :

i Percepatan Pembuktian
Kasus Narkoba melalui

Inovasi Pusaka OMA dan SIPT

Sampel Eksternal

Irjen. Pol. Dr. Jayadi,
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Tamran Ismail, S S| M.P Sekr is Ut s BPOM Kombes. Pol.Heri Budianto,

Kepala BPOM di Ambon
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Pusaka OMA (Percepatan Pengujian Sampel Pihak Ketiga Ob
SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) :
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KINERJA HARIAN

AUDIENSI LSM PELOPOR MALUKU DENGAN
BALAI POM AMBON
8 Ruang Rapat, Kantor Balai POM di Ambon

25/03/2025

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan
analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal
yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029.
Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor
lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan
dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa
SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek
kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan
(threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk
merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar
sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu
tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari
dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk
kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data
SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada
Balai POM di Ambon.
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Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam
Gambar 4 berikut :
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Gambar 10. Analisis SWOT Balai POM di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan
pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh
lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM melakukan penataan
dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi,
misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang
ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki
kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal
peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat
dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W,
O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau

bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga kepercayaan publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan

sinergitas pengawasan full spectrum
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3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi

permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk
pemerataan pengawasan

4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik
Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing
produk

6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New

Normal.

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
1.4.2.1 INTERNAL
1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sejumlah
58 (lima puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 (lima) orang Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sejumlah 7 (Tujuh) orang Pegawai
Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), dan 18 (delapan belas) orang Pegawai
dengan menggunakan Pihak Ketiga (outsorcing). Untuk pegawai PNS, terhitung
sebanyak 44 (Empat puluh empat) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga
Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan sisanya menjabat sebagai fungsional
tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional umum atau pelaksana/tugas
belajar dan struktural sebanyak 7 (Tujuh) orang pegawai. Berikut beberapa tabel
data pegawai Balai POM di Ambon pada Triwulan 1 Tahun 2025 :
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Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai POM di Ambon

1 Pejabat Struktural 2

2 Fungsional PFM 49
Fungsional

3 7

Tertentu lainnya

Fungsional Umum

5
(Pelaksana)
5 PPNPN 7
6 Outsourcing 18

Gambar 11. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada
Balai POM di Ambon

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan,
BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada
peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa untuk
mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan
pegawai sebanyak 92 (delapan puluh delapan) orang ASN, jumlah tersebut masih
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belum sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas

Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode
Perencanaan 2025-2029 untuk data cut off tanggal 1 November 2024, sedangkan
jumlah SDM yang tersedia sampai 31 Maret 2025 berjumlah 58 (lima puluh delapan)
orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 (lima) orang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 7 (Tujuh) orang sebagai Pegawai Pemerintah
Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 18 (delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga.
Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 34 (Tiga puluh empat) orang
ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 92; GAP = 31 ; Jumlah SDM Yang
Direncanakan = 37) diluar tenaga PPNPN dan Pihak Ketiga, guna mendukung

peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.

Gambar 12. Jumlah seluruh SDM (PNS dan PPPK) Balai POM di Ambon dibandingkan
Analisis Balai POM di Ambon Tahun 2025
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Gambar 13. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Ambon Tahun 2025
berdasarkan tingkat Pendidikan

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai POM di Ambon telah
mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi
fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan
dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di
Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan
kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang
semakin dinamis. Balai POM di Ambon juga memberikan kesempatan kepada
pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat sampai
dengan bulan Maret Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan pegawai mengajukan tugas
untuk melakukan Tugas Belajar dengan Beasiswa dan Tugas Belajar Mandiri,
dengan pegawai yang sudah mendapat persetujuan sebanyak 8 (delapan) pegawai,
dimana 4 (empat) pegawai diberikan Tugas Belajar Mandiri dan 4 (empat) pegawai
diberikan Tugas Belajar dengan beasiswa.

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk
menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan
jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan

manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan
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kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara

terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan
kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan Kkarir (career
planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual
development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan
pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui
penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan
untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi.
1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m? dengan luas lantai Bangunan
sebesar 3.172 m? dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi
pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan
alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium
merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di
Ambon. Laboratorium Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya
agar mampu mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan. Untuk
menunjang penguijian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai POM di Ambon
telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas
dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat
dipercaya.

Selain itu, Balai POM di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah
membangun sistem manajemen mutu berdasarkan Standar ISO 17025:2017 dan

telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.
1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai POM di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2025 sebesar Rp26.128.121.000 (Dua
puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu

rupiah). Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan | Tahun 2025 sebesar
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Rp2.132.492.367 (Dua milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus Sembilan
puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 8,16%. Pagu awal
sebesar Rp26.935.263.000 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh lima
juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setelah revisi terakhir menjadi
Rp26.128.121.000 (Dua puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta seratus
dua puluh satu ribu rupiah) sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Tabel 2. Revisi Anggaran DIPA Tahun 2024

No Alasan Revisi Surat Per;;efan il Tanggal Pagu Awal Setelah Revisi

0 Pagu Awal 9185 1803 3242 5540 23-Apr-25 26.935.263.000,00 26.935.263.000,00
1 Penyesuaian Halaman Ill DIPA 9185 1803 3242 5540 23-Apr-25 26.935.263.000,00 26.935.263.000,00
2 Penyesuaian Halaman Il DIPA 9185 1803 3242 5540 21-Apr-25 26.935.263.000,00 26.935.263.000,00
3 Penyesuaian Halaman Il DIPA 9185 1803 3242 5540 10-Apr-25 26.935.263.000,00 26.935.263.000,00
4 Penyesuaian Halaman Il DIPA 2097 5057 4861 4407 21-Mar-25 26.935.263.000,00 26.935.263.000,00
5 Penyesuaian Halaman Il DIPA 9731 7272 2017 8620 22-Feh-25 26.935.263.000,00 26.128.121.000,00
6 Penyesuaian Halaman Ill DIPA 0043 3021 0020 02620 18-Feh-25 26.128.121.000,00 26.128.121.000,00
7 Penyesuaian Halaman Il DIPA 0043 3021 0020 026200 12-Feb-25 26.128.121.000,00 26.128.121.000,00
8 Penyesuaian Halaman Ill DIPA 0043 3021 0020 02620 30-Jan-25 26.128.121.000,00 26.128.121.000,00
9 Penyesuaian Halaman Il DIPA 0043 3021 0020 02620 29-Nov-24 26.128.121.000,00 26.128.121.000,00

Revisi anggaran sebanyak 8 kali sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan obat
dan makanan di wilayah Provinsi Maluku

1.4.2.2 EKSTERNAL
1.4.2.2.1 Pengarus Utamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan
kepentingan gender dalam kebijakan dan program pembangunan guna
menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Kesalahpahaman umum di
masyarakat sering menyamakan gender dengan jenis kelamin atau
menganggapnya hanya terkait dengan perempuan. Padahal, isu gender mencakup
ketimpangan yang berdampak pada akses, hak, peran, dan kesempatan bagi kedua
belah pihak. Untuk mengatasi ketimpangan ini, PUG menjadi instrumen penting
dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan akuntabel. Strategi ini telah
dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mewajibkan
setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengimplementasikan PUG
sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.Sebagai upaya percepatan
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implementasi, pada tahun 2012 ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) melalui

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BPOM turut
berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dengan menerbitkan berbagai
regulasi, termasuk Keputusan Kepala BPOM tahun 2013 dan 2014 tentang
pedoman serta pembentukan Kelompok Kerja PUG. Kerja sama dengan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diperkuat
melalui kesepakatan bersama pada 2015. Pada 2022, BPOM menegaskan
komitmen ini dalam arah kebijakan tahun 2023 yang menekankan keadilan dan
kesetaraan gender dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga PUG menjadi
bagian integral dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

BPOM Ambon berkomitmen mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG)
dalam berbagai aspek kegiatan dan pelayanan. Setiap kegiatan mencantumkan
data jenis kelamin dan usia dalam daftar hadir untuk memastikan keterwakilan yang
inklusif. Selain itu, fasilitas bagi kelompok rentan telah disediakan guna mendukung
akses yang setara bagi seluruh peserta. Dalam komunikasi resmi, prinsip PUG juga
diterapkan dengan mencantumkan aspek kesetaraan gender dalam surat-
menyurat. Dukungan terhadap PUG semakin diperkuat melalui tagging anggaran
pada rincian output tertentu untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terarah.
Setiap bahan paparan dan spanduk kegiatan BPOM Ambon juga telah dilengkapi
dengan logo PUG ‘Setara Berdaya’ sebagai simbol komitmen terhadap kesetaraan
dan pemberdayaan gender. Dengan langkah-langkah ini, BPOM Ambon terus
berupaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang adil serta responsif

terhadap kebutuhan semua.

Gambar 14. Setara Berdaya Badan POM
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1.4.2.2.2 Stunting di Prov Maluku

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi

kronis, kurangnya stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama
pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan
tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Selain
berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal, stunting juga meningkatkan
risiko gangguan kesehatan, menghambat perkembangan kecerdasan, dan
mempengaruhi potensi produktivitas di masa depan. Dari sisi ekonomi, stunting
berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto
(PDB) setiap tahunnya. Percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah
satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024
dengan target nasional prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024.
Beradsarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Prevalensi
stunting di Provinsi Maluku naik 2,3% dari Tahun 2022 yaitu 26,1% menjadi 28,4%.
Terdapat 7 dari 11 Kabupaten/kota di Maluku mengalami kenaikan signifikan, yakni
Kabupaten Kepulauan Aru naik dari 28,1% menjadi 40,6 %. Maluku Tenggara naik
dari 26,8% menjadi 34 %. Kota Tual naik dari 24,9% menjadi 32%. Kabupaten
Seram Bagian Barat naik menjadi 31,4% dari 27,5 %. Maluku Barat Daya naik dari
25,7% menjadi 29,9%. Kabupaten Maluku Tengah juga alami kenaikan signifikan
yakni dari 27% naik menjadi 29,4%. Dan Kabupaten Seram Bagian Timur naik
menjadi 27,5 % dari 24,1%. Sementara 4 Kabupaten/Kota lain, mengalami
penurunan yakni, Kepulauan Tanimbar dari 31,5% menjadi 25,1%. Kabupaten Buru
dari 23,3% menjadi 20,3%. Buru Selatan turun dari 41,6% menjadi 35,5% dan an
Kota Ambon turun dari 21,1% menjadi 20,7%.

Badan POM menjadi salah satu institusi pemerintah yang diamanatkan oleh
Perpres 72 2021 melakukan intervensi sensitif, maka Balai POM di Ambon
berinisasi mengembangkan inovasi GEBRAK STUNTING (Gerakan bersama
Kurangi Stunting). Untuk keberhasilan Inovasi ini, maka diperlukan kerjasama
dengan berbagai pihak sehingga program percepatan penurunan stunting di
Provinsi Maluku dapat direalisasikan baik melalui intervensi sensitif maupun
spesifik. Dalam melaksanakan Inovasi Gebrak Stunting ini, Balai POM di Ambon

mengadeng Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga, Oragnisasi

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025




EPOM A ANBON

Profesi, Organisasi Kemanusiaan, dan Akademisi. Total ada 13 kolaborator yang

berkomitmen bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan ini.

Gambar 15. Inovasi Gebrak Stunting BPOM Ambon

1.4.2.2.3 Resistensi Anti Mikroba
Resistensi antimikroba (AMR) adalah kondisi di mana mikroorganisme, seperti
bakteri, virus, jamur, dan parasit, tidak lagi merespons pengobatan dengan obat-
obatan antimikroba yang sebelumnya efektif. Ini berarti kuman-kuman tersebut
menjadi kebal terhadap obat tersebut, sehingga infeksi yang disebabkan oleh
mereka menjadi lebih sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, dan
dapat meningkatkan keparahan penyakit atau bahkan kematian.
Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran penting dalam
pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia melalui pengawasan peredaran
dan penggunaan antimikroba, pemantauan dan evaluasi registrasi obat, penguatan
kebijakan melalui pedoman, dan edukasi masyarakat. Badan POM juga aktif dalam
gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba dan melakukan kajian serta
surveilans terkait antimikroba.
Resistensi antimikroba (AMR) di Prov Maluku sendiri adalah masalah serius yang
membutuhkan perhatian serius, terutama karena penggunaan antibiotik yang
berlebihan dan tidak tepat. BPOM Ambon hadir untuk berupaya memperkuat sinergi
penta helix untuk mengatasi AMR, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha,
masyarakat, dan media. Pencegahan AMR dapat dilakukan dengan strategi ABC +

4T, yang mencakup pemahaman tentang AMR, bahayanya, cara mikroba menjadi
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resisten, serta pentingnya penggunaan antimikroba sesuai resep dokter dan tidak
menghentikannya sebelum selesai.

BADAN POM 1/ B

KENALI DAN CEGAH AMR
DENGAN

Gambar 16. Sosialisasi pencegahan AMR melalui media sosial

1.4.2.2.4 Kondisi Geografis dan Demografis
Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69
km?, yang terdiri terdiri dari luas lautan 658.294,69 km? dan luas daratan 54.185

km?, dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan.
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Gambar 14. Peta Provinsi Maluku
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Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan)

kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi tahun 2020.
Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon

- Kota Tual

- Kabupaten Maluku Tengah

- Kabupaten Seram Bagian Barat

- Kabupaten Seram Bagian Timur

- Kabupaten Buru

- Kabupaten Buru Selatan

- Kabupaten. Maluku Tenggara

- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan
Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab.
Kepulauan Tanimbar. Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten
di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut, dan udara.

1.4.2.2.5 Saranayang diawasi
Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sampai dengan Triwulan | tahun
2025 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 45 sarana dengan
rincian sarana produksi OMKA sebanyak 3, sarana distribusi OMKA termasuk

sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 42 sarana.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai POM di Ambon
Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon

baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi
dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya

peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan
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makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat

berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia
SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon sampai dengan maret bulan Maret Tahun
2025 sejumlah 58 (lima puluh delapan) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),
5 (lima) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 7 (Tujuh)
orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 18
(delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga. Apabila dihitung berdasarkan analisis
beban kerja dan target yang telah ditetapkan, jumlah SDM Balai POM di Ambon
tersebut masing sangat kurang. Berdasarkan perhitungan Biro SDM melalui Aplikasi
SISRENSDM jumlah kekurangan SDM sejumlah 30 orang ASN untuk mendukung
pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di Provinsi
Maluku, mengingat jumlah ABK Balai POM di Ambon sejumlah 92 orang sampai
dengan akhir 2024, sesuai dengan pengusulan pada Aplikasi SISRENSDM.
Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks Balai POM di Ambon
harus selalu melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Balai POM
di Ambon juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat
sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan
pengembangan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang
matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan

masalah.

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas
Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa
mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan
komunikasi, informasi, etika kerja, dan lain-lain. Dalam bentuk bangunan fisik,
pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan
menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan
kepuasaan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Pembangunan Gedung Layanan Publik belum terselesaikan

sehingga perlu dilakukan optimalisasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Etika kerja
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sangat mempengaruhi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga
proses terciptanya pengawasan yang baik terhadap obat dan makanan.
Peningkatan fasilitas laboratorium juga sangat penting di era yang akan datang,
dikarenakan semakin meningkatnya kemampuan mereka yang menyalahgunakan
kemajuan teknologi untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif
bagi masyarakat lainnya.

Balai POM di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan
pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip

layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang

disabilitas.

Ruang Tunggu Pelayanan Publik

Loket Layanan Pengujian Loket Layanan Sertifikasi

Gambar 15. Layanan 5S, Ruang Tunggu yang nyaman dengan berbagai fasilitas
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~ Untuk Difable telah tersedia layanan darl tempat park guiding block, kursi roda,
tongkat, Kacamata Baca dan Alat Pendengar

Free Charging Station & Welcome Drink Leafleat

Ruang Bermain Anak

Gambar 16. Fasilitas Disabilitas dan fasilitas lainnya

» Tersedia i yang dai dan di lengk

r cctv yang
dmanitor secara berkala
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Gambar 17. Layanan Parkir yang Lapang, Sistem Keamanan Gate (Oleh Satpam dan CCTV) serta
Sistem Parkir dengan Karcis Parkir pada Gate Masuk

Selain penyelenggaraan Good Governance, Balai POM di Ambon juga selalu
mengutamakan aspek Pelayanan Prima (Service Excellent) dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan
kepercayaan masyarakat Maluku yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM
di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di
Maluku.

1.4.3.3 Penguatan pengawasan obat dan makanan
Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan | TA. 2025 Pada BPOM di
Ambon antara lain Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) untuk memastikan
produk pangan aman dan bermutu di peredaran dengan sasaran pengawasan
sarana peredaran dan produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan
rusak serta sampling dan pengujian takjil. Balai POM di Ambon telah melakukan
pengawasan Tahap | dan Tahap Il terhadap 8 sarana yang terdiri dari 4 sarana ritel
modern dan 4 gudang distributor, berdasarkan hasil pengawasan 8 sarana tersebut
memenuhi ketentuan. Balai POM di Ambon juga melakukan pengawasan di 7 titik
sampling pusat takjil, memeriksa 59 item sampel yang negatif mengandung bahan
berbahaya; Balai POM di Ambon melakukan koordinasi dalam rangka kolaborasi
pengawalan terpadu KLB di Wilayah Provinsi Maluku. Adapun koordinasi dilakukan
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antara Balai POM di Ambon dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Balai

Karantina Kesehatan Provinsi Maluku, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Provinsi Maluku. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas isu-isu dan rencana
strategis tindakan penanganan KLB dengan memastikn kualitas obat dan makanan
yang beredar. Pada 4 Maret 2025, Balai POM Ambon melalui Inovasi Mobil Terosa
melaksanakan kegiatan rutin berupa Intensifikasi pengawasan pangan yang
berlokasi di Pasar Mardika, Kota Ambon. Hasil pengujian sederhana terhadap 5

sampel makanan yang diambil tidak ditemukan indikasi bahan berbahaya.

t dan makanan

KINERJA HARIAN

Q@ Ambon, Maluku 04/03/2025
o

BPOM Ambon Lakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan
Ramadan dengan Inovasi Mobil Terosa

Gambar 18. Kegiatan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan

1.4.3.4 Dukungan program kesehatan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Balai POM di Ambon ikut melaksanakan Dukungan program kesehatan seperti
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kegiatan Rapat Koordinasi Program
MBG di Kantor Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 09 Januari 2025; Balai POM
di Ambon didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, turun langsung ke
lokasi pengelolaan makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan
(SPPG) 733 Masariku Kota Ambon. BPOM Ambon memberikan edukasi kepada
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para pengelola makanan terkait keamanan pangan serta higiene sanitasi dalam

mengelola dan menyajikan makanan agar keamanan pangan tetap terjamin sesuai
dengan syarat-syarat keamanan pangan pada tanggal 09 Jnuari 2025; Tanggal 18
Februari 2025, bertempat di Gedung Layanan Publik Balai POM di Ambon Telah
dilakukan Koordinasi vendor mitra program MBG dalam rangka penyiapan sarana
pengolah pangan. Dalam pertemuan ini, Pihak Mitra memerlukan masukan dari
BPOM agar setiap tahapan dalam penyiapan paket MBG memenuhi Standar /
sesuai prinsip keamanan pangan; Dalam rangka mendukung program Makan
Bergizi Gratis bagi siswa sekolah di Kota Ambon, Balai POM di Ambon telah
melaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan kepada para petugas Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tanggal 18 Januari 2025. Kegiatan ini
bertujuan untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan kepada siswa
terjaga kualitas dan keamanannya. Melalui peningkatan pengetahuan mengenai
keamanan pangan, diharapkan para petugas SPPG dapat menjalankan tugas
dengan lebih optimal, mendukung keberhasilan program ini, dan memastikan

bahwa makanan yang diberikan kepada siswa adalah aman dan bergizi.

v

BADANPOM

ti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

KINERJA HARIAN

L satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 733 Masariku

09,/01/2025

Gambar 19. Dukungan program kesehatan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
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1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Balai POM di Ambon melaksanakan Kerjasama dalam hal pengawasan melalui
kegiatan Pada Tanggal 20 Februari 2025 telah dilaksanakan BIMTEK Manajemen
Risiko. Melalui Bimtek Manjemen Risiko diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko;
Pembekalan Mahasiswa Program KKN Universitas Pattimura Ambon, Angkatan LI,
Gelombang I, Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan ini merupakan wujud
implementasi Nota Kesepahaman antara Badan POM dan Universitas Pattimura
Ambon. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membekali Para Mahasiswa KKN
dengan pengetahuan terkait topik yang dimaksud sebelum terjun ke masyarakat,
sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dan berdampak baik
bagi masyarakat; Pada Tanggal 25 Maret 2025 Dewan Pengurus Wilayah LSM
Pelopor Maluku melakukan audiensi dengan Kepala Balai POM di Ambon, untuk
membahas isu krusial terkait fungsi pengawasan BPOM terhadap keamanan
pangan serta peran BPOM dalam pengawasan pemasukan bahan berbahaya
sianida di Maluku; Balai POM di Ambon melakukan koordinasi dalam rangka
kolaborasi pengawalan terpadu KLB di Wilayah Provinsi Maluku. Adapun koordinasi
dilakukan antara Balai POM di Ambon dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku,
Balai Karantina Kesehatan Provinsi Maluku, dan Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Provinsi Maluku. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas isu-isu dan
rencana strategis tindakan penanganan KLB dengan memastikn kualitas obat dan
makanan yang beredar; Pada 17 April 2025, Balai POM di Ambon bersama Kader
KBOS (Kata BPOM on the Spot) dari Universitas Banda Naira (UBN) melakukan
aksi pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional Banda Naira. Kegiatan ini
merupakan inisiatif dari Wakil Rektor UBN, bekerja sama dengan Kepala BPOM di
Ambon dan tim, yang bertujuan untuk memastikan makanan olahan dalam kemasan
dan jajanan pasar tidak mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin,

Rhodamin B, dan methanyl yellow
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BADANPOM

KINERJA HARIAN

Koordinasi Vendor Mitra Program MBG dalam
rangka penyiapan sarana pengolahan pangan

€ Ruang Konsultasi dan Pengaduan Balai POM di Ambon
18/02,/2025

Gambar 20. Kerjasama dalam hal Pengawasan Obat dan Makanan

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat
Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya
di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri obat dan makanan.
Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi
industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0 Dalam salah
satu studinya, the World Economic Forum (EF) menyatakan bahwa revolusi industri
4.0 ditandai oleh pembauran (fusion) teknologi yang mampu menghapus batas-

batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah
satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi
rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta
orang (49%) merupakan pengguna aktif media sosial pada bermacam platform.

Dampak e-commerce menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat,
tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijajakan situs daring
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terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar

negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka

berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup
fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi
obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Untuk menghadapi perubahan
gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa

mengancam keamanan obat dan pangan aman.

Balai POM di Ambon mengadakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). BPOM di Ambon memastikan semua pegawai memahami pentingnya

keamanan informasi dan tanggung jawab mereka terkait keamanan informasi.

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan
ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak
57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99%.
Sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (Undang-
undang Nomor 17 tahun 2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi
kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi
Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani MoU dan PKS dengan

beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025




Jﬁl
EPOM A ANBON

program/kegiatan yang menyasar pada UMKM. Balai POM di Ambon sepanjang

Tahun 2025 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan UMKM, yaitu melaksanakan pelatihan fasilitator Pesta Kenari Pro

UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi)

[
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Inovasi Pesta Kenari PRO
UMKM memberikan
Dl kemudahan bagi pelaku
&  usaha kuliner berbasis
e pangan lokal untuk
menerbitkan izin edar
sehingga pemasaran produk
yang dihasilkan bisa lebih
luas dan berdaya saing.

Gambar 21. Inovasi Pesat Kenari Pro UMKM

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku
Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90%

adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana hampir semua
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wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan
2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai
bermacam-macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan
sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko
terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang

berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang

peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, Badan POM telah

mengalokasikan Dana Alokasi Khusus non fisik bantuan operasional Kesehatan

pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2025 pada 9 (Sembilan)

Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan untuk membiayai

kegiatan operasional pengawas obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.

Balai POM di Ambon berkomitmen mendukung pelaksanaan program DAK NF POM

melalui :

A. Memberikan pendampingan dan pengawalan implementasi kegiatan DAK NF
POM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

B. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan

C. Memberikan konsultasi pelaksanaan pengawasan sarana UMOT, dan sarana
IRTP Pre dan Post Market

D. Mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan KIE keamanan
pangan

E. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan tim pelaksana
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2.1 Rencana Strategis

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

(Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025.

RPIJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus

fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi

Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia

Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas

nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi

langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas
nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja
yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif,
serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran
aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,

pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
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7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
dan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan
nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian
target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat
kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59
persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran

tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

VISI DAN MISI BADAN POM
Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029, maka
BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025 - 2029 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan

gotong royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat
dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan
untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan

aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : | Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat
dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga

risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal
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mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat

digunakan pada manusia.

Bermutu : | Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman
dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan
efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan

kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing . | Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di

pasar dalam negeri maupun luar negeri.

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan

Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan,

maka tujuan Balai POM di Ambon dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan
Obat dan Makanan;

2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas
penguijian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri
Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada
UMKM;

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan
makanan yang aman dan bermutu;

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan

akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
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STRATEGI BALAI POM DI AMBON
Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. Strategi Balai POM di Ambon 2025-2029

Strategi

1. Penguatan pengawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan yang
komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan
pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis
dan UPT.

2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan
riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta
masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam
peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan
kejahatan obat dan makanan.

7. Penguatan Pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam
pengawasan Obat dan Makanan.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan
kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan
efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.2Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis
Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai
POM di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Ambon Tahun
2025. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Ambon No.
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HK.02.02.7B.10.24.200 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai POM di Ambon
Tahun 2025

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Triwulan | Tahun 2025

No Sasaran Indikator Kinerja Target
Tahunan TW I

Persentase sampel sediaan
farmasi berisiko yang 85 85
ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase fasilitas pelayanan
Kesehatan yang telah 26 0
melaporkan KTD/ESO

Persentase sample pangan
olahan berisiko yang 80 80
ditindaklanjuti sesuai
kebutuhan

Persentase sample KLB
keracunan pangan yang di uji 100 100

Meningkatnya .
sesuai standar oleh UPT

efektivitas
pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan
Olahan di wilayah
kerja UPT

Persentase sample PIRT
ber|S|k_o yang ditindaklanjuti 85 85
sesuai ketentuan yang
diperiksa dan ditindaklanjuti
sesuai ketentuan

Persentase
keputusan/rekomendasi hasil 85 85
pengawasan sediaan farmasi

Persentase sarana produksi
sediaan farmasi yang di periksa 87 87
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

Persentase sarana produksi
pangan olahan yang di periksa 85 85
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
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Persentase fasilitas distribusi
sediaan farmasi yang di periksa

" Lo ) 94 94
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Persentase sarana distribusi
pangan olahan yang di periksa 80 80
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Persentase iklan sediaan
farmasll dan pangan olahan 88,66 88.66
yang diawasi sesuai ketentuan
Menguatnya Lab
Pengawasan Sediaan Nilai pemenuhan Lab
2 Farmasi dan Pangan Penguijian sesuai standar 73,90 -
Olahan di wilayah kemampuan laboratorium
kerja UPT
Tingkat efektifitas KIE Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan 87,93 87,93
di wilayah kerja
Meningkatnya
efektivitas Komunikasi, Jumlah sekolah yang
3 Informasi, Edukasi di melaksanakan pembudayaan 5 0
masing-masing keamanan pangan
wilayah kerja UPT Jumlah desa pangan aman 3 0
Jumlah pasar pangan aman
) : 1 0
berbasis komunitas
Meningkatnya P_ersent_asg UMKM yang
. didampingi dan memperoleh
pendampingan UMKM . .
rekomendasi sertifikat cara
4 dalam pemenuhan 90 25
standar keamanan pembuatan OBA, Kos yang
baik dan/atau IP CPPOB
dan mutu
pangan olahan
Terlaksananya
Penindakan kejahatan | Persentase keberhasilan
Sediaan Farmasi dan penyidikan kejahatan sediaan
5 : : 82 10
Pangan Olahan yang farmasi dan pangan olahan di
efektif di wilayah kerja | UPT
UPT
6 Terlaksananya Persentase Laporan Analisis 90 50

kegiatan deteksi

Kejahatan Sediaan Farmasi
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kejahatan dibidang dan Pangan Olahan yang
Sediaan Farmasi dan diselesaikan sesuai standar
Pangan Olahan yang
efektif di wilayah kerja
UPT
7 Layanap Publik UPT Indeks Pelayanan Publik UPT 4,65 -
yang prima
Nilai Pembangunan ZI UPT 36 i
BPOM
8 KeIoIq pemerlntan qnlt Nilai Kinerja Anggaran UPT
organisasi yang optimal | o 89,85 -
Indeks Manajemen Risiko UPT 305 i
BPOM ’
Tabel 5. Direktif Penugasan Kepala UPT Tahun 2025
. o Target
No Sasaran Indikator Kinerja
Tahunan TW I
Persentase Realisasi Belanja 87.00
Produk Dalam Negeri ’
Nilai Kualitas Pengelolaan
) . 97,00 i
Kearsipan
Nilai Kualitas Pengelolaan
95,00 -
Pengadaan Barang dan Jasa
1 Direktif Penugasan Nilai Kualitas Pengelolaan 95 17
Barang Milik Negara (BMN) ’
Persentase Keterlibatan UPT
dalam Program Sediaan 95.00
Farmasi dan Pangan Olahan ’
di Provinsi/Kabupaten/Kota
Indeks Kepuasan Masyarakat
. y 97,25 i
(IKM)
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2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai
POM di Ambon sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di
Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon Triwulan | Tahun
2025 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 12 Februari 2025
yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp26.935.263.000,-
(Dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh
tiga ribu rupiah). Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2025

Sasaran Strategis Indikator
Target
Persentase sampel sediaan
farmasi berisiko yang
1 " o ;
ditindaklanjuti sesuai 85
Meningkatnya efektivitas SRR
pengawasan Sediaan Persentase fasilitas pelayanan
1 |Farmasi dan Pangan 2 |Kesehatan yang telah
Olahan di wilayah kerja melaporkan KTD/ESO 26
SUFT Persentase sample pangan
3 olahan berisiko yang 80
ditindaklanjuti sesuai
kebutuhan
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Persentase sample KLB
4 |keracunan pangan yang di uji 100
sesuai standar oleh UPT

Persentase sample PIRT
berisiko yang ditindaklanjuti
5 |sesuai ketentuan yang 85
diperiksa dan ditindaklanjuti
sesuai ketentuan

Persentase
6 |keputusan/rekomendasi hasil

pengawasan sediaan farmasi 85

Persentase sarana produksi
sediaan farmasi yang di

periksa dan ditindaklanjuti 87
sesuai ketentuan

Persentase sarana produksi
pangan olahan yang di periksa
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

85

Persentase fasilitas distribusi
sediaan farmasi yang di

periksa dan ditindaklanjuti 94
sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi

pangan olahan yang di periksa
dan ditindaklanjuti sesuai 80
ketentuan

10

Persentase iklan sediaan
11 |farmasi dan pangan olahan

yang diawasi sesuai ketentuan 88,66
Menguatnya Lab
Pengawasan Sediaan Nilai pemenuhan Lab
2 |Farmasi dan Pangan 1 |Pengujian sesuai standar
Olahan di wilayah kerja kemampuan laboratorium 73,9
UPT
_ o Tingkat efektifitas KIE Sediaan
3 |Meningkatnya efektivitas 1 |Farmasi dan Pangan Olahan
Komunikasi, Informasi, 87,93

di wilayah kerja

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025




Edukasi di masing—masing
wilayah kerja UPT

Jumlah sekolah yang
melaksanakan pembudayaan

keamanan pangan 5
Jumlah desa pangan aman 3
Jumlah pasar pangan aman
) : 1
berbasis komunitas
Persentase UMKM yang
Meningkatnya didampingi dan memperoleh
pendampingan UMKM rekomendasi sertifikat cara
dalam pemenuhan standar pembuatan OBA, Kos yang
keamanan dan mutu baik dan/atau IP CPPOB 90
pangan olahan
Terlaksananya
Penindakan kejahatan Persentase keberhasilan
Sediaan Farmasi dan penyidikan kejahatan sediaan
) . 82
Pangan Olahan yang farmasi dan pangan olahan di
efektif di wilayah kerja UPT
UPT
Terlaksananya kegiatan
deteksi kejahatan dibidang Persentase Laporan Analisis
Sediaan Farmasi dan Kejahatan Sediaan Farmasi 9
Pangan Olahan yang dan Pangan Olahan yang
efektif di wilayah kerja diselesaikan sesuai standar
UPT
Lgyanan AUBll BT Indeks Pelayanan Publik UPT 4,65
prima
Nilai Pembangunan ZI UPT
Terwujudnya tata Kelola BPOM 86
pemerintan unit organisasi _
yang optimal Nilai AKIP UPT BPOM 79,50
Nilai Kinerja Anggaran UPT
BPOM 89,85
Indeks Manajemen Risiko 3.05

UPT BPOM

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Rp26.935.263.000

Revisi

Rp 8.926.010.000

Balai POM di Ambon
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Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam
laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.
Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon selalu
dimonitoring setiap Tahun untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap

Tahun berikutnya

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Ambon Tahun
2025, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon
Tahun 2025 yang memuat target capaian secara Tahun yang disertai dengan
jumlah anggaran yang tersedia. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Balai POM di Ambon Tahun 2025 :

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025




BADAM POM
EPOM 3 AMBON

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Balai POM di Ambon Tahun 2025

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

BO1 B02 B0O3 B0O4 B05 B0O6 BO7 B0O8 B09 B10 B11

B12

Anggaran
(Rupiah)

Meningkatnya
efektivitas
pengawasan
Sediaan
Farmasi dan
Pangan
Olahan di
wilayah kerja
UPT

Persentase
sampel sediaan
farmasi berisiko
yang
ditindaklanjuti
sesuai ketentuan

89 89 0 85 85 85 85 85 85 85 85

85

638.160.000

Persentase
fasilitas
pelayanan
Kesehatan yang
telah melaporkan
KTD/ESO

26

475.540.000

Persentase
sample pangan
olahan berisiko
yang
ditindaklanjuti
sesuai kebutuhan

80

4.761.600

Persentase
sample KLB
keracunan
pangan yang di
uji sesuai standar
oleh UPT

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

309.800.000

Persentase
sample PIRT
berisiko yang
ditindaklanjuti
sesuai ketentuan
yang diperiksa
dan ditindaklanjuti
sesuai ketentuan

85 85 85 85 85 85 85 85

85

309.800.000

Persentase
keputusan/rekom
endasi hasil
pengawasan
sediaan farmasi

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

85

851.761.000

Persentase

sarana produksi
sediaan farmasi
yang di periksa

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

87

12.000.000
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No. Sasaran Indikator Kinerja SRl
BO1 B02 B03 B04 B05 B06 BO7 B08 B09 B10 B11 B12 (Rupiah)
dan ditindaklanjuti
sesuai ketentuan
Persentase 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1.677.000
sarana produksi
pangan olahan
yang di periksa
dan ditindaklanjuti
sesuai ketentuan
Persentase 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 289.344.500
fasilitas distribusi
sediaan farmasi
yang di periksa
dan ditindaklanjuti
sesuai ketentuan
Persentase 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 185.860.500
sarana distribusi
pangan olahan
yang di periksa
dan ditindaklanjuti
sesuai ketentuan
Persentase iklan 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 88,66 118.716.000
sediaan farmasi
dan pangan
olahan yang
diawasi sesuai
ketentuan
2 Menguatnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,9 6.432.359.000
Lab
Pengawasan Nilai pemenuhan
Sediaan Lab Pengujian
Farmasi dan sesuai standar
Pangan kemampuan
Olahan di laboratorium
wilayah kerja
UPT
3 Meningkatnya | Tingkat efektifitas 0 0 87,93 87,93 87,93 87,93 87,93 87,93 87,93 87,93 87,93 87,93 191.181.000
efektivitas KIE Sediaan
Komunikasi, Farmasi dan
Informasi, Pangan Olahan di
Edukasi di wilayah kerja
masing— Jumlah sekolah 0 0 0 45 70 70 95 95 95 100 100 5 419.408.000
masing yang melaksanakan
wilayah kerja pembudayaan
UPT keamanan pangan
Jumlah desa 0 0 0 50 50 70 90 90 90 10 10 3 594.732.000

pangan aman
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target Anggaran
BO1 B02 B03 B04 B05 B06 BO7 B08 B09 B10 B11 B12 (Rupiah)
Jumlah pasar 0 0 0 25 50 70 90 90 100 100 100,00 1 219.317.000
pangan aman
berbasis komunitas
4 g/leenndlgrgnk[;?g:n Persentase UMKM 10 15 25 30 35 45 50 55 65 75 85 90 50.925.000
UMKM dalam yang didampingi
pemenuhan dan memper_oleh
standar reko_menda5|
keamanan dan sertifikat cara
mutu pembuatan (_)BA,
Kos yang baik
dan/atau IP CPPOB
pangan olahan
5 Terlaksananya | Persentase 0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 75 82 337.548.000
Penindakan keberhasilan
kejahatan penyidikan
Sediaan kejahatan
Farmasi dan sediaan farmasi
Pangan dan pangan
Olahan yang olahan di UPT
efektif di
wilayah kerja
UPT
6 Terlaksananya 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90 127.505.000
kegiatan
deteksi
kejahatan Persentase o
dibidang Laporan AnalIS.IS
Sediaan Kejahatgn Sediaan
Farmasi dan Farmasi dan
Pangan Pangarl Olaha}n
Olahan yang yang cﬁsele(sjalkan
efekiif di sesuai standar
wilayah kerja
UPT
7 Layanan Indeks Pelayanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,65 77.409.000
Publik UPT Publik UPT
yang prima
8 Terwujudnya Nilai Pembangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 6.466.021.400
tata Kelola ZI| UPT BPOM
pemerintan Nilai AKIP UPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,5 4.115.920.000
unit organisasi |BPOM
yang optimal Nilai Kinerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,85 3.424.438.000
Anggaran UPT
BPOM

Balai POM di Ambon
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Target
No. Sasaran Indikator Kinerja 2 Agggﬁfﬁn
BO1 B02 B03 B04 B05 B06 BO7 B08 B09 B10 B11 B12 (Rupiah)
Indeks Manajemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,05 1.044.509.000
Risiko UPT BPOM

Balai POM di Ambon
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2.5 Metode Pengukuran

Sejalan dengan berbagai regulasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian
Kinerja Organisasi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi unit/satuan
kerja dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan.
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan
Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,
kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah
sebagai berikut:

Tabel 8. Kriterian Penilaian Capaian Kinerja

Kategori Capaian IKU Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan > 110% O
Sangat Baik 100% < x < 110% .
Baik 90% < x < 100% O
Cukup 60% < x < 90% O
Kurang <60 O

Penetapan ini bertujuan untuk :

i. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.

ii. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan
SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, kriteria penilaian
capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Kriterian Penilaian Tahunan Capaian Kinerja

Kategori Penjelasan Notifikasi Warna

Tercapai / Melampaui Apabila persentase
capaian indikator kinerja
s.d. triwulan n A
dibandingkan dengan
target akhir tahun n
sebesar =2 100%.

Akan Tercapai Apabila persentase
capaian indikator kinerja
s.d. triwulan n

dibandingkan dengan A
target akhir tahun n

sebesar 70% -< 100% (70
<x<100)

Perlu Upaya Keras Apabila persentase
capaian indikator kinerja
s.d. triwulan n v
dibandingkan dengan

target akhir tahun n
sebesar <70% (x< 70)

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan
untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah

rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025



EPOM A ANBON

Milai pencapaian sasarannya [(NP5] adalah rata-rata dar nilai pencapaian
indikatornya [NPI) dikalikan dengan bobotnya [(1]).

NPS.: =1NPI1+ INPIZ
7
NPS, =—1MPI1+ 1NPI2+ 1INPIZ
3
MPS, = + + +
4
+

NPS. = & + +

5

Gambar 22. Rumus Perhitungan NPS

Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan

yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Tabel Penilaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Kategori NPSS Notifikasi Warna
Istimewa > 100 O
Baik 90 = NPSS = 100 O
Butuh Perbaikan 70 < NPSS <90 O
Kurang 50 < NPSS < 70 O
Sangat Kurang <50 .

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap Tahun untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun tersebut dalam
rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu
pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan
gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan

pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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1. Adanya penunjukan 1 orang penanggung jawab data di Balai POM di Ambon
yang disahkan oleh SK Kepala BPOM,;

2. Kepala Balai POM di Ambon menunjuk perwakilan penanggung jawab data di

setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Ambon;

3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada database
online https://sites.google.com/view/kele-data-bpom-ambon secara rutin setiap
bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Balai;

4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput
data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas
dan setiap Tahun pada aplikasi e-performance;

5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara
elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance
yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Scorecard (BSC)
serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 hingga eselon 4
untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan
akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada
aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu
secara periodik Tahunan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak
ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai
dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada Tahun
berikutnya;

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin
untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan
kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir

tahun.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART

(Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus
IKK tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian

semakin membaik atau sebaliknya.

1. Untuk Indikator positif / polarisasi maximize (semakin tinggi realisasi, semakin

baik kinerja), dihitung dengan rumus :

% Capaian = Realisasi x 100%
Target

2. Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin

baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Capaian =1 + (1 - Realisasi) x 100%
Target

3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari
masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Ambon guna
memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan realisasi kinerja Triwulan | Tahun 2025 terhadap target yang telah
ditetapkan Pada Triwulan | Tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja serta
capaian kinerja Triwulan | Tahun 2025 dengan target tahunan, melakukan analisis

penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
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alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan | Tahun 2025, diperoleh nilai Nilai Kinerja Organisasi sebesar
65,60% dengan kriteria “Butuh Perbaikan”, terdiri dari NPS perspektif stakeholder
sebesar 62,22%, NPS perspektif internal proses sebesar 95,84%, NPS perspektif
learning & growth sebesar 0%. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di
Ambon telah mencapai target 1 sasaran strategis “tidak dapat disimpulkan”, 1
sasaran strategis dengan kriteria “Sangat Baik”, 1 sasaran strategis dengan
kriteria “Baik”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “Cukup”, 1 sasaran strategis
dengan kriteria “Kurang” dan 3 sasaran strategis dengan kriteria “Indeks
Tahunan” dari semua perspektif. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebagai

berikut :

Tabel 11. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun sebelumnya

Kode . Capaian o
SS Sasaran Stratetgis (%) Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan O
SS1 . o . 77,77
Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Cukup
Ny Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi N/A Indeks
dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahunan
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing
S5 wilayah kerja UPT O 2 Sangat Baik
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam ‘
SS4 46,68
pemenuhan standar keamanan dan mutu Kurang
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan ‘
SS5 | Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah 183,30 Tidak Dapat
kerja UPT Disimpulkan
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang .
SS6 | Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di | 100,00 .
) . Baik
wilayah kerja UPT
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. . Indeks
SS7 | Layanan Publik UPT yang prima N/A Tahunan
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi Indeks
SS8 . N/A
yang optimal Tahunan

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing — masing sasaran strategis

yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Ambon, sebagai berikut :

Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Ambon Triwulan | Tahun 2025

No | Sasaran Kegiatan | No Indikator Kegiatan Target | Realisasi NPS (%)
g=(f/e) x
a b c d e f 100

Balai POM di Ambon

Triwulan1 2025

1 Meningkatnya 117,65
efektivitas Persentase sampel ‘
PETGRIEEEN | | sediaan farmasi berisiko 85.00 100.00
S:g'gi?]g':;: e yang ditindaklanjuti : : Tidak Dapat

sesuai ketentuan isi
Olahan di wilayah Disimpulkan
kerja UPT —
Persentase fasilitas
> pelayanan Kesehatan N/A N/A Indeks
yang telah melaporkan Tahunan
KTD/ESO
125,00
Persentase sampel
pangan olahan berisiko
3 | yang ditindaklanjuti 80,00 | 10000 | 1ijak Dapat
sesuai kebutuhan Disimpulkan
Persentase sampel KLB
keracunan pangan yang Dikecualikan
4 di uji sesuai standar oleh 100,00 0,00
UPT
Persentase sampel PIRT 117,65
2 berisiko yang 85,00 100,00 .
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ditindaklanjuti sesuai

Balai POM di Ambon

IP CPPOB pangan
olahan

Triwulan1 2025

ketentuan yang diperiksa Tidak Dapat
dan ditindaklanjuti sesuai Disimpulkan
ketentuan
112,29
Persentase
keputusan/rekomendasi ‘
6 . 85,00 95,45 .
hasil pengawasan Tidak Dapat
sediaan farmasi Disimpulkan
Persentase sarana 28,74
produksi sediaan farmasi
7 | yang di periksa dan 87,00 25,00 ‘
ditindaklanjuti sesuai Kurang
ketentuan
Persentase sarana
produksi pangan olahan
8 | yang di periksa dan 85,00 0 Dikecualikan
ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Persentase fasilitas
distribusi sediaan farmasi
9 | yang di periksa dan 94,00 99,38 Dikecualikan
ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Persentase sarana 125,00
distribusi pangan olahan ‘
10 | yang di periksa dan 80,00 100,00 )
ditindaklanjuti sesuai Tidak Dapat
Disimpulkan
ketentuan
123,38
Persentase iklan sediaan
11 farmasi dan pangan 80.00 9870 ‘
olahan yang diawasi ' ’ Tidak Dapat
sesuai ketentuan Disimpulkan
4 Meningkatnya Persentase UMKM yang
pendampingan didampingi dan 46.68
UMKM dalam mimpef%:eh_ —_ ’
rekomendasi sertifika
pemenuhan 17 cara pembuatan OBA, 25,00 11,67 K‘
standar keamanan Kos yang baik dan/atau urang
dan mutu
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Tingkat efektifitas KIE Dl
Sediaan Farmasi dan
Meningkatnya = Pangan Olahan di R Sl e . .
efektivitas wilayah kerja Sangat Baik
komunikasi,
informasi, edukasi Jumlah sekolah yang
Obat dan Makanan melaksanakan
3 | dimasing-masing | 14 pembudayaan keamanan A e -
wilayah kerja UPT pangan
15 Jumlah desa pangan N/A N/A )
aman
16 Jumlah pasar pangan N/A N/A )
aman berbasis komunitas
Terlaksananya
Penindakan 183,30
kejahatan Sediaan Persgdr?;t(asekkgbﬁr?asilan ‘
: penyidikan kejahatan 0
> iarmag g?nh = sediaan farmasi dan e LSS Tidak Dapat
angan Olahan pangan olahan di UPT Disimpulkan
yang efektif di
wilayah kerja UPT
Terlaksananya
"eg'a‘a” de.teIkS| Persentase Laporan
kejahatan dibidang Analisis Kejahatan 100,00
Sediaan Farmasi Sediaan Farmasi dan 0
6 dan Pangan = Pangan Olahan yang S S .
Olahan yang diselesaikan sesuai Baik
efektif di wilayah standar
kerja UPT
Layanan Publik Indeks Pelayanan Publik Indeks
! UPT yang prima A UPT N N Tahunan

Menguatnya Lab
Pengawasan
Sediaan Farmasi
dan Pangan
Olahan di wilayah
kerja

12

Nilai pemenuhan Lab
Pengujian sesuai standar
kemampuan laboratorium

N/A

N/A

Indeks
Tahunan
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Nilai Pembangunan ZI
21 | UPT BPOM N/A N/A iz
Tahunan
Terwujudnya tata 22 | Nilai AKIP UPT BPOM N/A N/A Tlnr?eks
8 Kelola pemerintah ahunan
unit organisasi Nilai Kinerja Anggaran
yang optimal 23 UPT BPOM N/A N/A Indeks
Tahunan
Indeks Manajemen
24 | Risiko UPT BPOM N/A N/A ey
Tahunan

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis
yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Ambon, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah
kerja Balai POM Ambon

Pencapaian sasaran strategis | pada Triwulan | Tahun 2025 diukur dengan 11 (Sebelas)
indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko
yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel 13 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Triwulan | 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | o
INDIKATOR % CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%)
Persentase sampel Sediaan ‘
Farmasi berisiko yang 85,00 100,00 117,65 .

ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tidak Dapat
Disimpulkan
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Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi (obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik)
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 100,00%. Sampel
sediaan farmasi yang dimaksud adalah sediaan farmasi yang disampling oleh
Balai POM di Ambon sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, walaupun sampel tersebut
dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan
Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sehingga capaian Persentase
sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada
Triwulan | Tahun 2025 adalah sebesar 117,65% dengan kriteria “Tidak dapat

disimpulkan”.

2. Perbandingan realisasi Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan realisasi
Triwulan | Tahun 2025

Tabel 14. Perbandingan realisasi Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan realisasi Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW | TA. 2025
(%) (%)
Persentase sampel Sediaan Farmasi
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai - 100,00
ketentuan

Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

Tabel 15. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI
% KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TW I TA. 2025 CAPAIAN| CAPAIAN
(%) (%)

Persentase sampel Sediaan A

Farmasi berisiko yang 85,00 100,00 117,65 .
- o . Tercapai /
ditindaklanjuti sesuai ketentuan .
Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan pada Triwulan | Tahun 2025 100,00% mencapai target Tahun
2025 yaitu 85,00%, dengan capaian 117,65% masuk kedalam kriteria

“Tercapai/ Melampaui”

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan pada Triwulan | Tahun 2025 adalah 100,00%, sehingga
diperoleh capaian 117,65% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.
Adapun penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini
adalah :

- Pada Triwulan | 2025, jumlah sampel sediaan farmasi berisiko yang
tersampling sangat sedikit karena adanya efisiensi anggaran, sehingga
capaian kinerja tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.

- adanya jenis obat targeted yang sudah ditetapkan pada salah satu anak
lampiran namun tidak dapat diuji oleh balai penguji karena tidak termasuk
dalam anak lampiran 26
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan/keberhasilan pencapaian realisasi kinerja
adalah:
- Pada Triwulan 1 2025, kegiatan sampling dilakukan sebagian besar di Kota

Ambon sehingga sampel tidak representative

Komunikasi aktif dengan balai penguji dan memahami Pedoman Sampling
dan Pengujian secara lebih mendalam

Pengawalan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional,
obat kuasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis yang
berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat

- Pengujian sesuai Parameter Uji Kritis (PUK) di laboratorium didukung
dengan kelengkapan peralatan, reagan-media, suku cadang, bahan habis
pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. Balai POM di Ambon
berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017
dalam mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uiji.

- Konsisten melaksakan sampling dan pengawasan penandaan

IKSS 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang

digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan
ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan). Sedangkan Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap
suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang

biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi
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penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dapat

dihitung dengan menggunakan (A / B) x 100%

A = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke
BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE
Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh
UPT BPOM

Untuk mencapai indikator ini didahului dengan KIE Famakovigilans kepada tenaga
kesehatan/ tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan dengan target sebanyak
45 sarana pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik.

Pada TW | 2025, BPOM di Ambon belum melaksanakan KIE Farmakovigilans.
Sesuai perencanaan yang telah dikirimkan ke Direktorat Keamanan, Mutu dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM
kegiatan KIE Farmakovigilans akan dilaksanakan pada TW Il 2025.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel 16. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Triwulan |

2025
TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan yang i i i Indeks
telah melaporkan Tahunan
KTD/ESO
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2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan Realisasi

Triwulan | Tahun 2025

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan Realisasi Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW I TA. 2025 KET
(%) (%)

Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yang telah
melaporkan KTD/ESO

Indikator Baru Tahun
2025 (Tidak ada
perbandingan)

Merupakan indikator baru tahun 2025 dalam rangka penguatan fungsi BPOM dalam

melaksanakan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) mendukung fungsi BPOM

sebagai Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

Tabel 18. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

telah melaporkan KTD/ESO

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase fasilitas Indeks
pelayanan kesehatan yang - - - Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab belum tercapainya capaian kinerja pada indikator ini adalah

penyesuaian jadwal pelaksanaan KIE Farmakovigilans untuk sinkronisasi

agenda pelaksanaan dengan stakeholder terkait.
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai indikator ini terdapat beberapa kegiatan penunjang antara lain:

- Kegiatan KIE Farmakovigilans yang melibatkan narasumber yang kompeten
terkait Farmakovigilans sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam
rangka pelaporan KTD/ESO

- Koordinasi dan komunikasi dengan KMEI dan Dinas Kesehatan dalam

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pelaporan
MESO

IKSS 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko
yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Y/

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri
rumah tangga. Definisi dari indikator kinerja persentase sampel pangan olahan
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi serangkaian kegiatan mulai
dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang
dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan
pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman

tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Pada triwulan I, telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel sebanyak
47 item secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak)
sampling bulan Januari hingga Maret. Sebanyak 41 item telah selesai dilakukan
pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling dan waktu pengujian 15
- 20 hari kerja, serta dilaporkan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Dari hasil
pengujian, terdapat 1 item tidak memenuhi syarat (TMS) dan sudah ditindaklanjuti
sesuai ketentuan, yaitu melakukan koordinasi dengan pusat dan UPT lokasi
produksi terkait penyampian hasil uji produk TMS. Berdasarkan data tersebut, maka
diperoleh nilai realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%.
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel 19. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase sampel Pangan ‘

Olahan berisiko yang
ditindaklanjuti sesuai 80,00 100,00 125,00 Tidak Dapat

ketentuan Disimpulkan

Realisasi sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

sebesar 100%, sehingga capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang

ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan | Tahun 2025 adalah sebesar

125,00% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan

| Tahun 2025

Tabel 20. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW I TA. 2025 KET
(%) (%)
Persentase sampel Pangan Indikator Baru
Olahan berisiko yang - 100,00 Tahun 2025 (Tidak
ditindaklanjuti sesuai ketentuan ada perbandingan)

Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya.
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3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

Tabel 21. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%0) (%0)
Persentase sampel .
Pangan Olahan berisiko 80,00 100,00 125,00 .

yang ditindaklanjuti Tercapai /
sesuai ketentuan Melampaui

Realisasi Persentase Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang
ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan | Tahun 2025 100,00% mencapai
target Tahun 2025 yaitu 80,00%, dengan capaian 125,00% masuk kedalam kriteria

“Tercapai/ Melampaui”.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan pada Triwulan | Tahun 2025 sebesar 100,00%, sehingga
diperoleh capaian 125% dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Adapun
penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah
adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan sampling pangan
olahan hanya dilakukan di kota Ambon, dengan jumlah sampel relatif sedikit
dan jenis kategorinya disesuaikan dengan ketersediaan reagen dan sarana
penunjang lainnya, sehingga sampel kurang representatif dan capaian kinerja
tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Upaya perbaikan yang dapat
dilakukan :
- Pada triwulan Il, anggaran yang diblokir dapat dimanfaatkan kembali
sehingga perlu disusun kembali renlak sampling pangan berdasarkan
evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling,

dengan sebaran lokasi pengambilan sampling yang proporsional sehingga
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sampel lebih representatif dan dapat memberikan gambaran kinerja

organisasi yang sesungguhnya.

Laboratorium konsisten dalam melaksanakan pengujian sampel pangan
olahan dengan parameter uji wajib sesuai ketentuan pada pedoman
sampling, dengan waktu pengujian 15 - 20 hari kerja untuk sampel
regionalisasi, serta pelaporan tepat waktu, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya.
Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksaan dan pengujian dalam
perencanaan dan pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan dan tindak
lanjut sampel pangan olahan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kepatuhan pada rencana pelaksanaan (renlak) sampling yang telah disusun
berdasarkan dengan pedoman sampling dan disepakati antara pemeriksaan
dan laboratorium pengujian

Pemerataan sebaran lokasi sampling pada setiap kabupaten/kota untuk
pemenuhan dari setiap sampel kategori pangan olahan

Evaluasi pemenuhan parameter uji wajib dan pemenuhan timeline pengujian
sampel pangan olahan dilaksanakan secara rutin

Monitoring ketersediaan reagansia, media, suku cadang, bahan habis pakai,
peralatan laboratorium, serta sumber daya/kemampuan uji yang kompeten
agar dapat menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam melakukan
pengujian sampel pangan olahan sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015
dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.

Rutin  melakukan koordinasi dan monitoring proses perencanaan,
pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel

pangan olahan sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling.
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2.  LAPORAN KNERIA.
IKSS 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan
yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai

penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga
sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama
atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan
berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber
keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan
olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari
internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar
dihitung berdasarkan kesesuaian parameter pengujian dengan hasil penelusuran
dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara
pasangan bahaya dengan pangan), atau kesesuaian dengan parameter permintaan
uji Dinas Kesehatan. Jika pangan yang diduga menjadi penyebab KLP-KP adalah
pangan olahan dalam kemasan (PODK), perlu memperhatikan kesesuaian dengan
standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman
Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Pedoman yang digunakan :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan
Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian
Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan
pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Pada triwulan I, terdapat 1 kasus KLB KP yang terjadi di wilayah kerja BPOM di
Ambon, dan telah ditindaklanjuti mulai dari proses investigasi, sampling, hingga
pengujian dan pelaporan. Sampel yang diterima sebanyak 6 item, semuanya telah

dilakukan pengujian sesuai dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab,
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kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan. Dari hasil pengujian, telah
didapatkan agen penyebab KLB KP tersebut. Namun realisasi indikator Persentase
sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar belum dapat dihitung

karena manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian masih dalam proses

pembahasan dengan unit pusat.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI % KRITERIA
TWITA. 2025 | TWITA. 2025 0
INDIKATOR CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%)
Persentase sampel KLB
k.erfl cunan_pangan yang 100 0 0 Dikecualikan
diuji sesuai standar oleh
UPT
Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor:

PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Realisasi indikator Persentase
sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupaka indikator
kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang
masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir
pelaporan triwulan | pada tanggal 16 April 2025 sehingga belum dapat dilakukan

pengukuran kinerja pada triwulan I.

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian
Triwulan | Tahun 2025

Tabel 23. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISAS| | REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW1TA. 2025 KRITERIA
CAPAIAN
(%) (%)

Indikator Baru Tahun
2025 (Tidak ada
perbandingan)

Persentase sampel KLB
keracunan pangan yang diuji - -
sesuai standar oleh UPT
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Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

oleh UPT merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

Tabel 24. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025
TARGET REALISASI
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN KRITERIA
CAPAIAN
(%0) (%0)
Persentase sampel
KLB keracunan
pangan yang diuji 100 0 0 Dikecualikan
sesuai standar oleh
UPT

Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor:
PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Realisasi indikator Persentase
sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator
kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang
masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir
pelaporan triwulan | pada tanggal 16 April 2025 sehingga belum dapat dilakukan
pengukuran kinerja pada triwulan I.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

- Pada TW 1 terdapat penambahan sampel kategori emerging issues
sebanyak 7 (tujuh) item, yang terdiri dari 1 item sampel pengaduan
masyarakat dan 6 item sampel KLB keracunan pangan. Penambahan
sampel emerging issue meningkatkan realisasi capaian pada TW 1 2025

- Pengumpulan data dan proses investigasi terkait gejala korban, masa
inkubasi, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, melibatkan
berbagai fungsi sehingga dugaan agen penyebab dapat dianalisis dan
dilakukan pengujian secara tepat dan cepat.
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Koordinasi dengan lintas sektor dan pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC)
agar dapat melakukan penanganan kasus KLB keracunan pangan dengan
lebih cepat

- Pembentukan Tim Penanganan KLB keracunan pangan pada unit kerja
yang melibatkan berbagai fungsi

- Penyelenggaraan kegiatan Training of Trainer Instruktur SPPI pada tanggal
10 - 13 Maret 2025 dengan pemberian materi mengenai penanganan KLB
keracunan pangan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam
investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada

KLB keracunan pangan

IKSS 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang

ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi
Industri Rumah Tangga Pangan. Definisi dari indikator kinerja persentase sampel
PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi serangkaian kegiatan
mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel
PIRT yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan
ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai

pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Adanya efisiensi anggaran pada triwulan | mengakibatkan perubahan jumlah dan
jenis PIRT serta jumlah kemasan yang disampling, disesuaikan dengan anggaran
dan ketersediaan reagen di laboratorium. Dari total target tahunan sampel PIRT
BPOM di Ambon tahun 2025 sebanyak 27 item, dilakukan efisiensi menjadi 7 item.
Pada bulan Maret telah selesai dilakukan kegiatan sampling, pemeriksaan,
penguijian, dan pelaporan terhadap 7 item sampel PIRT tersebut. Kesimpulan akhir
pemeriksaan dan pengujian menunjukkan hasil semua sampel memenuhi syarat,

sehingga tidak memerlukan tindak lanjut. Dari data tersebut, maka realisasi

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025



BADAM POM
EPOM S AMBON

persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada

triwulan | sebesar 100%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase sampel PIRT ‘
berisiko yang ditindaklanjuti 85,00 100,00 117,65 Tidak Dapat
sesuai ketentuan o
Disimpulkan

Realisasi

Persentase sampel

PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan oleh Balai POM Ambon adalah 100 Sehingga capaian Persentase

sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM

Ambon pada Triwulan | Tahun 2025 adalah sebesar 117,65% dengan kriteria

“Tidak Dapat Disimpulkan”.

2. Perbandingan realisasi Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian

Triwulan | Tahun 2025

Tabel 26. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

INDIKATOR

REALISASI REALISASI
TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 KET
(%) (%)

Persentase sampel PIRT
berisiko yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan

Indikator Baru Tahun
2025 (Tidak ada
perbandingan)

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya.

Balai POM di Ambon

Triwulan 12025




BADAM POM
EPOM S AMBON

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

Tabel 27. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)

Persentase sampel PIRT A

berisiko yang ditindaklanjuti 85,00 100,00 117,65 .
. Tercapai /
sesuai ketentuan .
Melampaui

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan pada Triwulan | Tahun masuk kedalam kriteria “Tercapail

Melampaui”

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

- Pemenuhan setiap kategori sampel P-IRT dilakukan secara optimal dengan

melihat ketersediaan dan sebaran sampel di lapangan dan berkoordinasi
dengan laboratorium untuk kesiapan reagen, metode, peralatan dan baku
pembanding.

- Hasil pemeriksaan dan pengujian semua sampel P-IRT pada triwulan |
memenuhi syarat sehingga tidak memerlukan tindak lanjut kepada pelaku
usaha dan atau staholder terkait.

- Kepatuhan laboratorium pengujian dalam melaksanakan pengujian sampel
PIRT dengan parameter uji wajib sesuai ketentuan pada pedoman
sampling, dengan waktu pengujian 15 - 20 hari kerja, serta pelaporan tepat
waktu, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya.

- Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksaan dan pengujian dalam
perencanaan dan pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan dan tindak

lanjut sampel PIRT.
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Optimalisasi sebaran sampling di kab/kota untuk memenuhi keseluruhan
kategori sampel P-IRT

- Pelaksanaan evaluasi penandaan label dan penginputan surat perintah uji
secara tepat waktu

- Evaluasi pemenuhan parameter uji wajib dan pemenuhan timeline
pengujian sampel PIRT dilaksanakan secara rutin

- Monitoring ketersediaan reagansia, media, suku cadang, bahan habis
pakai, peralatan laboratorium, serta sumber daya/kemampuan uji yang
kompeten agar dapat menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam
melakukan pengujian sampel PIRT sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 :
2015 dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.

- Rutin  melakukan koordinasi dan monitoring proses perencanaan,
pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel

pangan PIRT sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling.

IKSS 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan
oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan
tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi,
saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam
menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
e Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha
baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
e Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi,

maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI
% KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TW I TA. 2025 CAPAIAN| CAPAIAN
(%) (%)

Persentase
keputusan/rekomendasi hasil .
pengawasan Sediaan Farmasi 85,00 95,45 112,29 Tidak Dapat

dan Pangan Olahan yang Disimpulkan

ditindaklanjuti oleh stakeholder P

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder oleh Balai POM Ambon
sebesar 95,45%. Sehingga capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh
stakeholder oleh Balai POM Ambon pada Triwulan | Tahun 2025 adalah sebesar
112,29% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan

realisasi kinerja Triwulan | Tahun 2025

Tabel 29. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW I TA. 2025
(%) (%)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 94,99 95,45
Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Tahun 2024 dan realisasi Triwulan |
tahun 2025 terjadi peningkatan kinerja dari 94,99% (tahun 2024) menjadi
95,45% (Triwulan | 2025). Kenaikan sebesar 0,46% menunjukkan tren

perbaikan dalam hal tindak lanjut stakeholder terhadap hasil pengawasan.
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3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Tahun 2025

Tabel 30. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase
keputusan/rekomendasi hasil ‘
pengawasan Sediaan Farmasi 85,00 95,45 112,29 .
Tercapai /
dan Pangan Olahan yang Melampavui
ditindaklanjuti oleh stakeholder P

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada

Triwulan | Tahun masuk ke dalam kriteria “Tercapai/ Melampaui”

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan | Tahun

2025 95,45%, sehingga diperoleh capaian 112,29% dengan kategori “Tidak

Dapat Disimpulkan”. Adapun penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja

pada indikator ini adalah

1. Adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder,
sehingga rekomendasi lebih cepat direspons.

2. Stakeholder semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap hasil
pengawasan.

3. Proses pengawasan dan pemberian rekomendasi yang jelas, terukur, dan

terarah
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan/keberhasilan pencapaian realisasi kinerja

adalah:

- Petugas yang secara proaktif mengingatkan dan memfasilitasi stakeholder
(pelaku usaha dan lintas sektor) dalam menindaklanjuti rekomendasi
pengawasan.

- Pemberian Pendampingan Teknis atau konsultasi agar stakeholder dapat
lebih memahami dan memenuhi rekomendasi yang diberikan.

- Monitoring dan evaluasi bulanan terhadap rekomendasi yang telah diberikan
kepada pelaku usaha dan lintas sektor.

IKSS 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus
(misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah
Sakit).

2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan
alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian
tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha
Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen
kesehatan

3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri

kosmetik golongan B.
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase sarana produksi
Sediaan I_:grma5| yang dlper!ksa 87.00 25,00 28.74 .
dan ditindaklanjuti sesuai
Kurang
ketentuan

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 25,00 Sehingga capaian Persentase sarana

produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada

Triwulan | Tahun 2025 adalah sebesar 28,74% dengan kriteria “Kurang”.

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian

Triwulan | Tahun 2025

REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 | KRITERIA CAPAIAN
(%) (%)
" yang dipert - 25,00 2025 (Tidak ada
dan ditindaklanjuti sesuai .
perbandingan)
ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru pada tahun

2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya.
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3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
TA. 2025 TW I TA. 2025 | q
INDIKATOR % CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%)
Persentase sarana produksi v
Sediaan Fgrma& yang dlper!ksa 87.00 25.00 28,74
dan ditindaklanjuti sesuai Perlu Upaya
ketentuan Keras

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan | Tahun 2025 25,00% mencapai target
Tahun 2025 yaitu 87,00%, dengan capaian 28,74% masuk kedalam kriteria “Perlu
Upaya Keras”

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan Kkinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai cara produksi obat dan makanan
serta penerapan regulasi yang konsisten, misalnya tindak lanjut yang diberikan
kepada pelaku usaha, serta feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor;

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan
sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilaksanakan secara
berkala kepada pelaku usaha baik oleh internal maupun eksternal yang
melibatkan Balai POM di Ambon;

- Kolaborasi dengan pemangku kepentingan di antaranya pemerintah, industri,
dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas produksi;

- Perlu partisipasi Masyarakat yang aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran

terhadap proses produksi obat sediaan farmasi;
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian realisasi kinerja antara lain:

- Pelaksanaan pengawasan sarana belum sesuai dengan target yang
ditetapkan

- Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal

- Pelaksanaan Bimbingan teknis belum diimplementasikan oleh pelaku usaha
dengan baik

- Perbaikan atas tindak lanjut hasil pengawasan belum diupayakan secara

maksimal oleh pelaku usaha

IKSS 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap
pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap
berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.
termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.Perbandingan
realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025. Fasilitas produksi pangan
olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan
olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor
atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan
data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan
regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana
produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman
lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil

pengawasan
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | o
INDIKATOR % CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%)
Persentase sarana produksi
Pangan QIahan yang dlperlksa 85,00 - - Dikecualikan
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor:

PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Realisasi Persentase sarana

produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

merupakan indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja

perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan | pada tanggal 16 April 2025

sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan 1.

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian

Triwulan | Tahun 2025

INDIKATOR

REALISASI
TAHUN 2024

(%)

(%)

REALISASI
TW | TA. 2025

KRITERIA CAPAIAN

Persentase sarana produksi
Pangan Olahan yang diperiksa
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

Indikator Baru Tahun
2025 (Tidak ada
perbandingan)

Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru pada tahun

2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya.
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3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
TA. 2025 TW I TA. 2025 | q

INDIKATOR 6 CAPAIAN v

(%) (%)
Persentase sarana produksi
Pangan Olahan yang diperiksa 85 ) ) _ _
dan ditindaklanjuti sesuai Dikecualikan
ketentuan

Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor:
PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Realisasi indikator Persentase
sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan merupakan indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas
kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit
pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan | pada tanggal 16 April

2025 sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan |I.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai cara produksi obat dan
makanan serta penerapan regulasi yang konsisten, misalnya tindak lanjut
yang diberikan kepada pelaku usaha, serta feedback dari pelaku usaha dan
lintas sektor;

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan
sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilaksanakan secara
berkala kepada pelaku usaha baik oleh internal maupun eksternal yang
melibatkan Balai POM di Ambon;

- Kolaborasi dengan pemangku kepentingan di antaranya pemerintah,
industri, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas produksi;

- Perlu partisipasi Masyarakat yang aktif dalam melaporkan dugaan
pelanggaran terhadap proses produksi obat sediaan farmasi;
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja antara lain:

- Pelaksanaan pengawasan rutin yan dilakukan sesuai dengan perencaaan
dan prosedur yang berlaku;

- Advokasi dan koordinasi yang sifatnya kolaboratif dengan pemangku
kepentingan di daerah dalam pengawasan sarana produksi.

- Optimalisasi kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Pengawasan
Obat dan Makanan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam pengawalan

sarana produksi sediaan farmasi di Wilayah Maluku;

- KIE dan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara berkala.

IKSS 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan
Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki

kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

e Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi
Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;

e Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit,
Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen
kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang
pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat,
depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

o Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu
fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik

notifikasi.
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase fasilitas distribusi
SIERIEEN [ FEIES) VeI Clgelil 94,00 99,38 105,72 | Dikecualikan
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor:
PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Realisasi Persentase fasilitas
distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
merupakan indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja
perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat
sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan | pada tanggal 16 April 2025

sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan 1.

2. Perbandingan realisasi Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan realisasi Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW I TA. 2025
(%) (%)

Persentase fasilitas distribusi Sediaan
Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti - 99,38
sesuai ketentuan

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga

tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI
% KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%)
Persentase fasilitas distribusi
Sediaan Farmasi yang diperiksa 94,00 99,38 105,72 | Dikecualikan
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor:

PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Realisasi Persentase fasilitas
distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
merupakan indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja
perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat
sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan | pada tanggal 16 April 2025
sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan |I.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan | tahun 2025 adalah 99,38%,

sehingga diperoleh capaian 105,72% dengan kategori “Sangat Baik”. Adapun

penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

1. Jadwal pemeriksaan dibuat lebih rinci sehingga memudahkan
pelaksanaan inspeksi di lapangan.

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara ketat dan berkala, sehingga
target jumlah fasilitas yang diperiksa dan keputusan tindak lanjut sarana

sesuai dengan ketentuan.
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan petugas inspeksi secara
daring/online melalui aplikasi IDEAS terkait pemeriksaan sarana distribusi
dan tindak lanjutnya.

2. Pemanfaatan SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SRIKANDI, dan
database dalam bentuk google spreadsheet untuk membuat perencanaan
inspeksi, mengarsipkan hasil inspeksi, dan mempercepat laporan tindak

lanjut kepada sarana distribusi.

IKSS 10. Persentase sarana distribusi Pangan

Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan,
penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan
Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan
cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil

pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA

INDIKATOR TWITA. 2025 TWITA.2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN

(%) (%)
Persentase sarana distribusi .
Pangan Olahan yang diperiksa 80.00 100.00 125 00

dan ditindaklanjuti sesuai ’ ’ ’ Tidak Dapat
ketentuan Disimpulkan

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon 100 Sehingga capaian

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti
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sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Triwulan | Tahun 2025 adalah

sebesar 125,00% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian

Triwulan | Tahun 2025

REALISASI REALISASI KRITERIA
TAHUN 2024 | TW I TA. 2025
INDIKATOR CAPAIAN
(%) (%)
gan yang dipertx ; 100 2025 (Tidak ada
dan ditindaklanjuti sesuai .
ketentuan perbandingan)

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga

tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase sarana distribusi
Pangan Olahan yang diperiksa 80.00 100.00 125.00
dan ditindaklanjuti sesuai ' ' ' Tercapai /
ketentuan Melampaui

4.

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Ambon pada Triwulan |

Tahun masuk kedalam kriteria “Tercapai/ Melampaui”

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan

kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

(rekomendasi perbaikan kinerja)

- Kegiatan pengawasan sarana distribusi pada TW | bersamaan dengan

kegiatan intesifikasi pengawasan pada bulan Ramadhan dan menjelang
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hari raya idul fitri. beberapa sarana yang terperiksa pada saat intensifikasi

merupakan sarana baru, dan beberapa sarana terdapat temuan produk

TMK label yang dimana dapat di tindaklanjuti bilamana dimasukan dalam

pelaporan inspeksi rutin.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Konsistensi monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan renlak serta

tindak lanjut sarana sesuai pedoman tindak lanjut

y/

IKSS 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan
pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam,

Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau

merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk

visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat

Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi

Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi

perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam,

obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak

lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase iklan sediaan .
farmasi da.n pangan oIahan 80,00 98,70 123,38 .

yang diawasi sesuai Tidak Dapat

ketentuan Disimpulkan
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Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi
sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon sebesar 98,70% sehingga capaian
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai
ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Triwulan | Tahun 2025 adalah sebesar
123,38% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

2. Perbandingan realisasi Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan realisasi
Triwulan | Tahun 2025

REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW I TA. 2025
(%) (%)

Persentase iklan sediaan farmasi
dan pangan olahan yang diawasi - 98,70
sesuai ketentuan

Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi
sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI
% KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TW I TA. 2025 CAPAIAN| CAPAIAN
(%) (%)

Persentase iklan sediaan farmasi A

dan pangan olahan yang diawasi 80,00 98,70 123,38 .
} Tercapai /
sesuai ketentuan .
Melampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi
sesuai ketentuan pada Triwulan | Tahun masuk dalam kriteria “Tercapail

Melampaui”
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4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan

kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

(rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi

sesuai ketentuan pada Triwulan | tahun 2025 adalah 98,70%, sehingga

diperoleh capaian 123,38% dengan kategori “Sangat Baik”. Adapun penyebab

keberhasilan/keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

1. Jadwal perencanaan iklan dibuat lebih rinci sehingga memudahkan
pelaksanaan evaluasi iklan.

2. Monitoring dan evaluasi iklan dilakukan secara ketat dan berkala, sehingga
target jumlah iklan yang diperiksa dan evaluasi iklan sesuai dengan

ketentuan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan petugas pengawas iklan
secara daring/online melalui aplikasi IDEAS.

2. Pemanfaatan SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SIAPIK Pro, dan
database dalam bentuk google spreadsheet untuk mempercepat pencarian

database iklan dan membuat laporan pengawasan iklan.

SASARAN STRATEGIS 2

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis | pada Triwulan | Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu)

indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut:

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025



BADAM POM
EPOM S AMBON

IKSS 12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi

dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan
Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM
berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan
Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari

Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru,
Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing
memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan
pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai
POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari

tier di bawahnya.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab
tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain
selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di

bawahnya.
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di
kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan
Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2
Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1

melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.
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Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa
komponen:
- SKLtingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
1. Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium;
4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;

3. Standar Kompetensi Laboratorium.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI

INDIKATOR TW | TA. 2025 TWITA. 2025 | % CAPAIAN KRITERIA

CAPAIAN
(%) (%)
Nilai pemenuhan Lab Pengujian
Sediaan Farmasi dan Pangan
. Indeks
olahan UPT sesuai 73,90 =
Tahunan
Standar Kemampuan
Laboratorium

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan

UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratoriumi merupakan indeks tahunan

2. Perbandingan realisasi Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan realisasi
Triwulan | Tahun 2025

REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW I TA. 2025
(%) (%)

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan
Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai 86.59% 0
Standar Kemampuan Laboratorium
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Sistem Penilaian pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan

olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berbeda dengan tahun

2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
(%) (%)

KRITERIA
CAPAIAN

Nilai pemenuhan Lab Pengujian
Sediaan Farmasi dan Pangan
olahan UPT sesuai 73.87 - - Indeks Tahunan
Standar Kemampuan
Laboratorium

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Kegiatan yang menunjang kegagalan/keberhasilan pencapaian realisasi kinerja

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan

UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratoriumi adalah 66.7%. Sehingga

capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan | Tahun 2025

adalah sebesar94.0% dengan kriteria “Cukup”.. Adapun penyebab kegagalan

capaian kinerja pada indikator ini adalah:

- Menurunnya nilai Pemenuhan standar kompetensi Laboratorium
dikarenakan personil pengujian telah pindah ke UPT lain dan juga
memasuki masa purna tugas

- Belum terlaksananya penambahan RL, Verifikasi metode dikarenakan
belum tersedianya baku pembanding, reagen, dan suku cadang

- Tertunda rencana pembelian alat, reagen, baku pembanding dan
sukucadang terkait dengan revisi anggaran terkait efisiensi

- Terkendala nya pemenuhan Kompetensi laboratorium terkait dengan

ketersediaan sampel.
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Rencana Aksi tindak lanjut yang perlukan untuk menaikkan nila pemenuhan Lab

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuaiStandar Kemampuan

Laboratorium pada Triwulan | Tahun 2025 66.7% belum mencapai target Tahun

2025

- Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum
terpenuhi minimal 2 penguji untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2

- Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen,
baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia dilaboratoriu

- Menyesuaikan pembelian alat, reagen, baku pembanding dan suku cadang
sesuai dengan prioritas kebutuhan.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja

Pencapaian sasaran strategis Ill pada Triwulan | Tahun 2025 diukur dengan 4

(Empat) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM Ambon

’ IKSS 13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan
kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Dberdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek

sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
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Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media

diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media
luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE

2. Konten atau Informasi KIE

3. Pemahaman Audiens KIE

4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE
langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi
evaluasi KIE. Kategori penilaian yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Skor Indeks 100 Interpretasi Efektivitas
<65,00 Tidak Efektif
65,01 — 75,00 Kurang Efektif
75,01 — 85,00 Cukup Efektif
85,01 — 95,00 Efektif
95,01 - 100 Sangat efektif

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Tingkat efektivitas KIE

Sediaan Farma_S| Qan 87.03 91,63 104,21 ‘

Pangan Olahan di wilayah .
: Sangat Baik
kerja

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di

wilayah kerja BPOM Ambon adalah 91,63 Sehingga capaian Tingkat efektivitas
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KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan |
Tahun 2025 adalah sebesar 104,21% dengan kriteria “Sangat Baik”.

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian

Triwulan | Tahun 2025

REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 léilgAElF:Q
(%0) (%0)
Tingkat efektivitas KIE Sediaan .
Farmasi dan Pangan Olahan di 97,70 91,63
wilayah kerja Baik

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)

Tingkat efektivitas KIE Sediaan A

Farmasi dan Pangan Olahan di 87,93 91,63 104,21 .
. . Tercapai /
wilayah kerja .
Melampaui

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah
kerja pada Triwulan | Tahun 2025 91,63% dibandingkan target Tahun 2025 yaitu

87,93%, dengan capaian 104,21% masuk kedalam kriteria “Tercapai / Melampaui”

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan

Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

KIE yang dilaksanakan efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

masyarakat (peserta) terhadap obat dan makanan. Setelah dilakukan

pendampingan saat pengisian survey, nilai indeks telah meningkat dari

bulan sebelumnya namun perolehan nilai masih kurang pada beberapa
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indeks. Namun berdasarkan hasil realisasi terdapat peningkatan yang

disebabkan oleh beberapa hal berikut :

Adanya variasi pelaksanaan KIE dengan berbagai media yang dapat
menjangkau seluruh segmen Masyarakat

Konsisten memperbaiki nilai indeks yang belum baik

Perencanaan kegiatan yang lebih terstruktur

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut program dan kegiatan yang telah dilakukan Balai POM di Ambon untuk

meningkatkan pencapaian kinerja ini:

Optimalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan
Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) sebagai media informasi dan
publikasi.

KIE obat dan makanan melalui media elektronik seperti radio dan televisi
untuk menjangkau masyarakat di luar daerah ibu kota provinsi.

KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram,
facebook, youtube, salah satunya dengan Inovasi program AoC Sagu
Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu Sharing Pengalaman dan Pengetahuan).
KIE kepada berbagai komunitas masyarakat seperti kader keamanan
pangan desa, kader pangan sekolah, UMKM, pelajar/mahasiswa,
masyarakat umum dan Saka POM.

IKSS 14. Jumlah sekolah yang melaksanakan
pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan

kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan

dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan

keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas

sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025




BADAM POM
EPOM S AMBON

sehingga dapat melindungi

membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Sekolah Full Intervensi:

dirinya dari

pangan yang tidak aman yang

- advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan

keamanan pangan

- Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan

keamanan pangan

- Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

- Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan

keamanan pangan

- Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

B. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Jumlah sekolah yang
melaksanakan
0 0 -
pembudayaan keamanan
pangan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian

Triwulan | Tahun 2025

REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 E‘;EAE;IQ
(%) (%)
Jumlah sekolah yang
melaksanakan pembudayaan 100 0 -
keamanan pangan
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3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI

% KRITERIA

INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 - oriaN| CAPAIAN
(%) (%)

Jumlah sekolah yang v

melaksanakan pembudayaan 100 0 0
Perlu Upaya
keamanan pangan Keras

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Pada TW 1 belum ada capaian realisasi pelaksanaan karena pada TW | belum
ada penentuan target sekolah dari pusat sehingga belum disampaikan juga
juknis pelaksanaan program Sapa Sekolah. Kegiatan akan dilaksanakan pada
TW 2

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Prioritas Nasional (Propenas) Tahun 2025 direncanakan akan
dilaksanakan dengan lokus Kota Ambon. Mekipun tahapan propenas belum
dimulai karena masih menunggu penentuan jumlah target Desa, Sekolah, dan
Pasar dan Juknis belum ditetapkan, namun BPOM Ambon sudah mulai
melaksanakan koordinasi dan pre Advokasi bersama Pemerintah Kota Ambon
terkait rencana pelaksanaan propenas ini. Pemerintah Kota Ambon menyambut
baik dan mengapresiasi program inisiasi ini dan mendukung penuh pelaksanaan
setiap tahapan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah yang
mendorong Kota Ambon menjadi Kota Pangan Aman. Hal ini menjadi salah satu
aspek positif yang akan membantu keberhasilan program prioritas nasional di
Kota Ambon. Untuk Program Sapa Sekolah, pemerintah daerah dalam hal ini
Dinas Pendidikan Kota Ambon mendukung dengan memberikan rekomendasi
sekolah-sekolah yang dapat dijadikan lokus intervensi Program Sapa
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Sekolah.Adapun sekolah yang direkomendasikan merupakan sekolah yang

memiliki Kepala sekolah dan tim yang berkomitmen dan memiliki semangat

tinggi untuk memwujudkan keamanan pangan di sekolahnya.

l IKSS 15. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa
baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam
pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah
diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa
berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama
dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan
desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan
< 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan < 0.707, IDM
adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi

dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

e kader keamanan pangan desa yang akitif

e Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

e Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri

(dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Jumlah Desa Pangan Aman 0 0 0 -
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2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian
Triwulan | Tahun 2025

REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 léi';flilﬁ
(%) (%)
Jumlah Desa Pangan Aman 31 0 -

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN KRITERIA
CAPAIAN
(%0) (%0)
Jumlah Desa Pangan '
Aman 100 0 0 Perlu Upaya
Keras

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah BPOM Ambon pada Triwulan
| Tahun 2025 % dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 0, dengan capaian 0%

masuk kedalam kriteria “Perlu Upaya Keras”

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Pada TW 1 belum ada capaian realisasi pelaksanaan karena pada TW | belum
ada penentuan target desa dari pusat sehingga belum disampaikan juga juknis
pelaksanaan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa. Kegiatan akan
dilaksanakan pada TW 2
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Program Prioritas Nasional (Propenas) Tahun 2025 direncanakan akan
dilaksanakan dengan lokus Kota Ambon. Mekipun tahapan propenas belum dimulai
karena masih menunggu penentuan jumlah target Desa, Sekolah, dan Pasar dan
Juknis belum ditetapkan, namun BPOM Ambon sudah mulai melaksanakan
koordinasi dan pre Advokasi bersama Pemerintah Kota Ambon terkait rencana
pelaksanaan propenas ini. Pemerintah Kota Ambon menyambut baik dan
mengapresiasi program inisiasi ini dan mendukung penuh pelaksanaan setiap
tahapan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah yang mendorong Kota
Ambon menjadi Kota Pangan Aman. Hal ini menjadi salah satu aspek positif yang
akan membantu keberhasilan program prioritas nasional di Kota Ambon. Untuk
Program Desa Pangan Aman, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Ambon mendukung dengan memberikan
rekomendasi desa yang dapat dijadikan lokus intervensi. Adapun rekomendasi desa
yang diberikan adalah berdasarkan tools pemilihan desa untuk desa intervensi yang
tentunya bertujuan agar desa yang diintervensi benar-benar tepat sasaran dan
berkomitmen mengikuti seluruh tahapan program Desa Pangan Aman secara

berkelanjutan.

IKSS 16. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis
Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme
lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis
komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya
terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan
pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi
yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek
dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas

pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan
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terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan

lainnya.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Jumlah Pasar Pangan Aman
. . 0 0 0 -
Berbasis Komunitas

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TWITA. 2025 ‘éigﬂ:lﬁ
(%0) (%0)
Jumlah Pasar Pangan Aman
: . 10 0 -
Berbasis Komunitas

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | 95 CAPAIAN | KRITERIA
(%) (%) CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman 100 0 0 '
Berbasis Komunitas Perlu Upaya
Keras
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4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan Kkinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Pada TW 1 belum ada capaian realisasi pelaksanaan karena pada TW | belum ada
penentuan target pasar dari pusat sehingga belum disampaikan juga juknis
pelaksanaan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas. Kegiatan akan

dilaksanakan pada TW 2

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Program Prioritas Nasional (Propenas) Tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan
dengan lokus Kota Ambon. Mekipun tahapan propenas belum dimulai karena masih
menunggu penentuan jumlah target Desa, Sekolah, dan Pasar dan Juknis belum
ditetapkan, namun BPOM Ambon sudah mulai melaksanakan koordinasi dan pre
Advokasi bersama Pemerintah Kota Ambon terkait rencana pelaksanaan propenas
ini. Pemerintah Kota Ambon menyambut baik dan mengapresiasi program inisiasi ini
dan mendukung penuh pelaksanaan setiap tahapan. Hal ini sejalan dengan program
pemerintah daerah yang mendorong Kota Ambon menjadi Kota Pangan Aman. Hal
ini menjadi salah satu aspek positif yang akan membantu keberhasilan program
prioritas nasional di Kota Ambon. Untuk Program Desa Pangan Aman, pemerintah
daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon mendukung
dengan memberikan rekomendasi pasar yang akan dijadikan lokus intervensi.
Adapun rekomendasi pasar yang diberikan adalah adalah pasar yang belum pernah
diintervensi BPOM Ambon dan memiliki potensi untuk diberdayakan menjadi pasar

pangan aman.
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SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan
mutu

Pencapaian sasaran strategis IV pada Triwulan | Tahun 2025 diukur dengan 1

(Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 17. Persentase UMKM yang didampingi dan
memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan

OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan
olahan

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; dan

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
o Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
« Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap | dan akan meningkat ke Tahap
Il atau tahap selanjutnya.
b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri

kosmetik golongan B.
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UMKM yang memenuhi standar adalah:

« UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK

Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan
diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
« UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara

pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya

Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap

2 atau tahap 2 ke tahap 3);

« UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara

pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi
Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

1.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel .. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan | 2025

INDIKATOR

TARGET
TW I TA. 2025
(%)

REALISASI
TW | TA. 2025
(%)

% CAPAIAN

KRITERIA
CAPAIAN

Persentase UMKM yang
didampingi dan memperoleh
rekomendasi sertifikat cara
pembuatan OBA, Kos yang baik
dan/atau IP CPPOB pangan
olahan

25,00

11,67

46,68

Kurang

Balai POM di Ambon

2.
2025

Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan | Tahun

INDIKATOR

REALISASI
TAHUN 2024
(%)

(%)

REALISASI
TW I TA. 2025

KRITERIA
CAPAIAN

Persentase UMKM yang
didampingi dan memperoleh
rekomendasi sertifikat cara
pembuatan OBA, Kos yang baik
dan/atau IP CPPOB pangan
olahan

11,67
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Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase UMKM yang
didampingi dan memperoleh v
rekomendasi sertifikat cara
pembuatan OBA, Kos yang baik <000 Ll 2 Perlu Upaya
dan/atau IP CPPOB pangan Keras
olahan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan Kkinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :
- Pelaksanaan tahapan pendampingan belum seluruh nya sesuai target waktu yang
ditetapkan

- Penetapan UMKM pendampingan yang baru terlaksana pada akhir triwulan |

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian realisasi kinerja adalah:
- Kegiatan bimbingan teknis sebagai salah satu tahapan pendampingan UMKM
Pangan Olahan dan kosmetik belum terlaksana sesuai jadwal

- Pelaksanaan inovasi pesta kenari pro UMKM pada tri wulan | belum optimal
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SASARAN STRATEGIS 5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang
efektif di wilayah kerja BPOM Ambon

Pencapaian sasaran strategis V pada Triwulan | Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu)

indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 18. Persentase Keberhasilan Penyidikan

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di
UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan

terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian

target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-

turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;

2. Tahap | (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
sebesar 40%;

3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar
30%; dan

4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut

Umum) sebesar 15%.
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel .. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di

BPOM Ambon Triwulan | 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Keberhasilan .
Penyidikan Kejahatan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan di 15,00 18,33 122,20 Tidak dapat
UPT disimpulkan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 léiI;AEFAIS
(%) (%)

Persentase Keberhasilan ‘
Penyidikan Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan di 76 552

UPT Kurang

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
TA. 2025 TW I TA. 2025 | o
INDIKATOR % CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Keberhasilan v
Peny|d|!<an Kejahatan Sedlaan. 80,0 18,33 22,91
Farmasi dan Pangan Olahan di Perlu Upaya
UPT Keras
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4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan Kkinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Perkara carry over 2024 yang telah sampai pada tahap | masih terhitung
sebagai capaian 2025 sehingga realisasi capaian kinerja adalah 18,33%.
Perkara carry over 2024 tersebut saat ini masih dalam proses menunggu
arahan dan petunjuk untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap perkara
ini. Status perkara tersebut saat ini adalah pengembalian SPDP oleh
Kejaksaan Tinggi Maluku.

Perkara carry over 2024 lainnya telah dilakukan penghentian penyidikan
berdasarkan mekanisme gelar.

Perkara 2025 masih dalam pengumpulan bahan dan keterangan

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

Aktif melakukan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi
melalui kegiatan dan operasi intelijen.

Peningkatan koordinasi dengan komponen Criminal Justice System sehingga
setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dapat berjalan
dengan baik.

Peningkatan kompetensi petugas pada fungsi penindakan sehingga

menemukan dan mengelola proses penyidikan agar dapat berjalan lancar.
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SASARAN STRATEGIS 6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pencapaian sasaran strategis VI pada Triwulan | Tahun 2025 diukur dengan 1

(Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan
Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan vyang diperjual-belikan atau
didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang
dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai
dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan
Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal
15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling)
UPT BPOM,;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan
di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor
HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah
Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan

Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
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2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan

dilaporkan tiap tahun).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel .. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

yang diselesaikan sesuai standar di BPOM Ambon Triwulan | 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Laporan Analisis
Kejahatan Sediaan Fayma& Qan 50 50 100 ‘
Pangan Olahan yang diselesaikan .
. Baik
sesuai standar

Balai POM di Ambon

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW | TA. 2025 }éig/fi\lﬁ
(%) (%)
Persentase Laporan Analisis
Kejahatan Sediaan Farmasi dan .
100 50
Pangan Olahan yang
diselesaikan sesuai standar Baik

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA.2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Laporan Analisis v
Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang 90 50 55,65 Perlu Upaya
diselesaikan sesuai standar Keras
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4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan Kkinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :
- Laporan kegiatan Patroli Siber telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan
pada aplikasi https://inawebcrawler.id/ sebelum tanggal 25 tiap bulan berjalan

dan secara paralel disampaikan surat pengantar melalui aplikasi Srikandi.

- Laporan kegiatan Cegah Tangkal secara rutin telah dilaporkan secara tepat
waktu setiap bulan pada Aplikasi Dashboard Penindakan.

- Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan
Makanan akan dilaksanakan pada semester Il tahun 2025 sesuai dengan
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
(1 laporan dilaporkan tiap tahun).

- Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan akan
dilaksanakan pada semester Il tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Kepala
Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan
dilaporkan tiap tahun).

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:
- Pelaporan kegiatan patroli siber telah dilakukan menggunakan aplikasi

https://inawebcrawler.id/ dengan cara menginput akun yang akan

direkomendasikan untuk dilakukan take down, sehingga memudahkan petugas
dalam hal pelaporannya.
- Laporan kegiatan cegah tangkal dilakukan dengan menggunakan aplikasi
dashboard penindakan, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara realtime.
- Belum tersedia tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan
Makanan dari setiap kedeputian Badan POM RI karena pelaporan hasil tindak

lanjut tersebut dilakukan setiap tahun 1 laporan.
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- Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan masih dalam tahap

proses pengumpulan data, bahan dan keterangan.

SASARAN STRATEGIS 7

Layanan Publik UPT yang prima

Pencapaian sasaran strategis VII pada Triwulan | Tahun 2025 diukur dengan 1

(Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 20. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);

2) Profesionalitas SDM (25%);

3) Sarana Prasarana (18%);

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);

5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);

6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP
BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen
dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan
Publik (PEKPPP).
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI .
INDIKATOR TW I TA. 2025 TW I TA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Indeks Pelayanan Publik UPT 0 0 i Indeks
Tahunan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI | REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TWITA.2025 | <0 =RV
(%) (%)
Indeks Pelayanan Publik UPT 4,84 i Indeks
Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Indeks Pelayanan Publik UPT 4,65 0 0 Indeks
Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Peningkatan nilai pada aspek penilaian UPP setiap unsur berdasarkan

rekomendasi dari tim penilai dari tahun sebelumnya
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini
adalah Akan dilakukan perbaikan pada unsur dari aspek UPP yang menjadi
rekomendasi pada tahun yang akan datang

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pencapaian sasaran strategis VIl pada Triwulan | Tahun 2025 diukur dengan 4

(Empat) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 21. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan
Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah
untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien,

sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara
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cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan

clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan

akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai

Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan

self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon

I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO KOMPONEN PENGUNGEIT BOEBOT
1 Manajemen Perubahan 8%
2 Penataan Tatalaksans 7%
3 Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
S Penguatan Pengawasan 15%
g Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%
No KOMPONEN HASIL BOEBOT
Birokrasi yvang bersih dan akuntabel 22,5 %
2 Pelayanan Publik vang prima 17,5 %

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel .. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di BPOM Ambon Triwulan |1 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Nilai Pembangunan ZI UPT 0 0 i Indeks
BPOM Tahunan

Balai POM di Ambon
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2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TWITA. 2025 }éilgfr:ﬁ
(%) (%0)
Nilai Pembangunan ZI UPT 484 i Indeks
BPOM ' Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025| % CAPAIAN
CAPAIAN
(%0) (%)
Nilai Pembangunan ZI UPT 465 0 Indeks
BPOM ' Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Balai POM di Ambon

Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI telah dijadwalkan

dilaksanakan setiap bulan dan dilaksanaan dengan konsisten;

Data dukung monev renja bulanan yang diupload secara berkala sebagai data

dukung

Pelaksanaan reward dan Phunisment telah diterapkan

Pimpinan telah berperan sebagai role model, serta pelaksanaan monev

secara bersama,
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten dengan melibatkan
pimpinan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

- Penguatan agen perubahan

IKSS 22. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri
PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang
dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja,

2. Pengukuran Kinerja;

3. Pelaporan Kinerja;

4. Evaluasi Kinerja Internal;

5. Capaian Kinerja.
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Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No Komponen Eobot
1 | Perencanaan Kinerja 24
2 | Penguluran Kinerja 24
3 | Pelaporan Kinerja 12
4 | Evaluas=i Kinerja Internal 20
S | Capaian Kinerja 20

Nilai Evaluasi 100

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

Tabel .. Nilai AKIP UPT BPOM di BPOM Ambon Triwulan | 2025

TARGET REALISASI IR
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Nilai AKIP UPT 0 0 _ Indeks
Tahunan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 TW I TA. 2025 'éiIIIAE;IQ
(%) (%)
Nilai AKIP UPT 77,78 _ Indeks
Tahunan

Balai POM di Ambon
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3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET | REALISASI CRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Nilai AKIP UPT 79,50 0 0 Indeks
Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.

- Masih rendahnya koordinasi antara PJ kegiatan di internal Balai

- Data dukung belum terintegrasi dengan baik

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten dengan melibatkan
pimpinan

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

- Monitoring dan evaluasi yang konsisten rutin dilakukan;

- Dialog kinerja untuk penyusunan sasaran kinerja

- Penggunaan kertas kerja untuk dokumentasi pencatatan setiap kegiatan
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IKSS 23. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM
yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai
Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8
indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran,
kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan
anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA), antara lain:

Revisi DIPA (bobot 10%)

Deviasi Halaman 11l DIPA (bobot 15%)

Penyerapan Anggaran (bobot 20%)

Belanja Kontraktual (bobot 10%)

Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)

Capaian Output (bobot 25%)

Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

© N o O A~ Wb BRE

Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
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Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kategori Konversi Nllai
0 =.d. 30 Sangat Kurang 1
50,01 =.d. 60 Kurang 2
60,01 =.d. 80 Culcup 3
80,01 =.d. 90 Bailk 4
90,01 s.d. Sangat Baik =]
100

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%0) (%0)
S Indeks
Nilai Kinerja Anggaran 0 0 - Tahunan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 ‘éilgAE:le
(%) (%)
Do Indeks
Nilai Kinerja Anggaran 77,78 - Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET | REALISASI
INDIKATOR TA.2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN | <XITERIA
CAPAIAN
(%) (%)
G Indeks
Nilai Kinerja Anggaran 79,50 0 0 b

Balai POM di Ambon
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4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Ambon telah mengawal kesesuaian RPD Terhadap Output

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan
meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah:

- Peningkatan kompetensi petugas perencana dan pengumpul data dalam
penginputan data agar sesuai dengan timeline

- Monitoring dan evaluasi secara continue terhadap update data kinerja setiap bulan

- Desk data secara rutin

- Mengoptimalkan tim evaluasi kinerja yang ada agar konsisten memantau

pencapaian kinerja

IKSS 24. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa
pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko
merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk
menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan
/ sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen
risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen
risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam

suatu organisasi.
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Kategori
Tingkat Karakteristik
Maturitas
Risk Naive Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware RlSlko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses
tidak ketat
Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin
, , eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara
Risk Defined . .
keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan
memprioritaskan risiko yang tinggi.
Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis.
Risk Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila
Managed diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran
dan pelaporan
Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan
, dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk
Risk Enabled . : IR .
memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas
yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses

manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan

keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai

sebagaimana diharapkan

2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat

penerapan manajemen risiko

3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Indeks Manajemen Risiko UPT 0 0 i Indeks
BPOM Tahunan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 léi';AE:zlﬁ
(%) (%)
Indeks Manajemen Risiko UPT i i Indeks
BPOM Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%0) (%0)
Indeks Manajemen Risiko UPT Indeks
BPOM 3,05 0 0 Tahunan
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Direktif Penugasan

IKSS 25. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam

Negeri

Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha

Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional

Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, maka seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan

belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan
Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SIiRUP terhadap Nilai
Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.

2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan
Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang

diumumkan pada RUP.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA.2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Realisasi Belanja 0 0 i Indeks
Produk Dalam Negeri Tahunan
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2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 }éilgir:ﬁ
(%) (%0)
Persentase Realisasi Belanja i i Indeks
Produk Dalam Negeri Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Realisasi Belanja Indeks
Produk Dalam Negeri TG0 0 0 Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Ambon terus mengawal kesesuaian penggunaan Produk Dalam
Negeri sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa TA. 2025

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan

meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Membandingkan TKDN yang tertera pada SPK/ SP/ Kuintansi rekanan dengan
daftar TKDN dari berikut:
https://tkdn.kemenperin.go.id/search.php

situs Kementerian Perindustrian, sebagai
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IKSS 26. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:
1.

2.
3.
4.

5. Sumber Daya Kearsipan meliputi

Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas,

Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);

Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;

Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);

Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;

Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan,

Penilaian Nilai Pengelolaan Kearsipan telah dilaksanakan sejak tahun 2021 untuk

Unit Kerja Pusat, dan Balai Besar/Balai POM. Pada tahun 2022 penilaian juga turut
dilakukan untuk Loka POM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2022, 2023

dan 2024, capaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan tiap Unit Kerja dapat

dilihat pada tabel terlampir. Penilaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapat

dari Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada level Unit Kerja di

lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Nilai Kualitas Pengelolaan Indeks
. 0 0 -
Kearsipan Tahunan
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2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 }éilgflilﬁ
(%) (%0)
Nilai Kualitas Pengelolaan i i Indeks
Kearsipan Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Nilai Kualitas Eengelolaan 97,00 0 0 Indeks Tahunan
Kearsipan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dari penilaian pengawasan kearsipan yang dilakukan setiap
tahunnya. pengawasan kearsipan yang dilakukan mencakup aspek penciptaan
arsip, aspek pengelolaan arsip, aspek pemeliharaan arsip, aspek penyusutan arsip,
aspek sumber daya manusia, aspek prasarana dan sarana kearsipan. untuk
meningkatkan capaian dalam Nilai Pengelolaan Kearsipan ini dibutuhkan kerjasama
oleh pencipta arsip, tim pengelola arsip dan arsiparis serta melakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala terkait kesesuaian pengelolaan arsip pada Balai POM
di Ambon
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah :

- Mengawal Penciptaan Arsip pada Balai POM di Ambon sesuai dengan
pedoman/kebijakan yang berlaku di Badan POM.

- Memastikan Pengelolaan Arsip dalam hal administrasi persuratan dan
keterbukaan informasi yang baik dan benar.

- Memastikan Kelengkapan Pemeliharaan Arsip yang berupa Pencatatan Daftar
Arsip Aktif secara lengkap dengan memuat 5W+1H, melakukan pemberkasan
arsip yang dibuat dan diterima dengan benar dan tidak melewati retensi arsip
aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), unit pengolah melakukan pelaporan
daftar arsip aktif kepada unit kearsipan maksimal 6 (enam) bulan setelah
pelaksanaan kegiatan, Unit Pengolah melakukan alih media arsip aktif dengan
diautentikasi serta membuat berita acara alih media dan daftar arsip aktif

- Penyusutan Arsip pada unit pengolah di Balai POM Ambon dilakukan secara
rutin 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui
kegiatan penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip yang akan
dipindahkan dan penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.

- Memenuhi persyaratan kompetensi Sumber Daya Manusia baik itu Arsiparis
ataupun Pengelola Arsip pada masing-masing unit pengolah dengan cara
mengikutsertakan Arsiparis ataupun Pengelola Arsip ke dalam pendidikan dan
pelatihan teknis maupun non teknis terkait kearsipan.

- Melengkapi Prasarana dan Sarana kearsipan baik di unit pengolah maupun unit
kearsipan dengan dilakukan pengadaan folder, Guide/Sekat, Label, dan Filling

Cabinet, dll sesuai spesifikasi dan peraturan yang berlaku.
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IKSS 27. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan

Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SIRUP pada tahun
anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%);

a. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan
RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus
persen) diberi nilai 100 (seratus);

b. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan
RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh
persen) diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan
RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh
persen), diberi nilai 50 (lima puluh);

d. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan
RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen), diberi nilali
0 (nol).

Untuk Satuan Kerja dengan persentase >100% akan dilakukan klarifikasi

2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa
(Bobot 20%);

3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi
katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%);

4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada
aplikasi SPSE (Bobot 20%);
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5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Nilai Kualitas Pengelolaan 0 0 i Indeks
Pengadaan Barang dan Jasa Tahunan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 }éilng\:Zlﬁ
(%) (%)
Nilai Kualitas Pengelolaan i i Indeks
Pengadaan Barang dan Jasa Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%0) (%)
Nilai Kualitas Pengelolaan 95,00 0 0 Indeks
Pengadaan Barang dan Jasa Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan

kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Ambon akan mengawal proses mulai dari pengadaan sampai

pengelolaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden nNomer 12
Tahun 2021
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5. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis antara

lain :

- ldentifikasi kebutuhan

- Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di
antara penyedia barang/jasa yang setara

- Semua peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dilakukan harus transparan
kepada seluruh calon peserta

- Pengadaan yang tepat

- Penggunaan produksi dalam negeri

IKSS 28. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah rangkaian kegiatan yang sistematis
untuk memastikan aset negara digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung
jawab, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Pengelolaan ini mencakup
berbagai tahapan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
hingga pemindahtanganan.

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu:

- Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

- Pengadaan

- Penggunaan

- Pemanfaatan

- Pengamanan dan Pemeliharaan

- Penilaian

- Pemindahtanganan
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- Pemusnahan

- Penghapusan

- Penatausahaan, serta

- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aspek yang dipergunakan untuk
kuantitasi adalah Penatausahaan,

Penggunaan, Penghapusan, dan

Pemusnahan.

Tujuan Pengelolaan BMN:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Memastikan BMN digunakan untuk kepentingan publik.

S

Mempertahankan dan meningkatkan nilai aset negara.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%0) (%)
Nilai Kualitas Pengelolaan 0 0 i Indeks
Barang Milik Negara (BMN) Tahunan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 PéiEEFAIQ
(%) (%)
Nilai Kualitas Pengelolaan 94.45 i Indeks
Barang Milik Negara (BMN) ' Tahunan
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3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Nilai Kualitas Pengelolaan 95 17 0 0 Indeks
Barang Milik Negara (BMN) ' Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan

meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Peningkatan kompetensi petugas pengelola BMN

- Monitoring dan evaluasi secara continue terhadap capaian indeks pengelolaan
BMN

- Memaksimalkan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

- Melaksanakan perencanaan penghapusan dan pemusnahan secara rutin
setiap tahun di Balai POM Ambon
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IKSS 29. Persentase Keterlibatan UPT dalam
Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di

Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi/

Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
(TKPPOM) dan atau Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat
Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;

2. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat
dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

Perhitungan capaian untuk wilayah cakupan UPT yang terdapat DAK / tidak
terdapat DAK
1. Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT

= capaian aspek TKKPOM dan atau TPPS (50%) + capaian aspek DAK (50%)
2. Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT

= capaian aspek TKKPOM dan atau TPPS (100%)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Keterlibatan UPT
dalam Program Sediaan 0 0 i Indeks
Farmasi dan Pangan Olahan di Tahunan
Provinsi/Kabupaten/Kota
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2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 léilgflilﬁ
(%) (%0)
Persentase Keterlibatan UPT
dalam Program Sediaan 95.90 i Indeks
Farmasi dan Pangan Olahan di ’ Tahunan
Provinsi/Kabupaten/Kota

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET

REALISASI

Provinsi/Kabupaten/Kota

INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN KRITERIA
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Keterlibatan UPT
dalam Program Sediaan 95.00 0 0 Indeks
Farmasi dan Pangan Olahan di ’ Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

5. Analisis

program/kegiatan

yang menunjang
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

keberhasilan

ataupun

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah

sebagai berikut:

- Optimalisasi dan konsistensi pelaksanaan advokasi dan koordinasi, termasuk

inovasi inovasi pelayanan publik;

- Komunikasi yang efektif dengan eksternal dengan stakeholder terkait di

Pemerintah Daerah Kabupten/Kota, termasuk SKPD terkait;
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- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama lintas sektor terkait

dalam membahas permasalahan serta menetapkan solusi dalam pengawasan
obat dan makanan terpadu;
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap pelaksanaan

kegiatan

IKSS 30. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pembentuk
indeks Reformasi Birokrasi (RB) General sebagai indikator kinerja aspek pelayanan
publik instansi pemerintah, dengan bobot cukup besar yaitu 12%. Selain itu,
berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 1, setiap
penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk melaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Namun, pada
rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2025-2029, IKM tidak lagi
menjadi indikator kinerja di level BPOM sehingga tidak pula menjadi indikator kinerja
di masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BPOM.

Pada dokumen rancangan Renstra BPOM 2025-2029 tersebut, kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik hanya diukur berdasarkan Indeks Pelayanan
Publik (IPP) yang menjadi indikator kinerja di level BPOM, organisasi Eselon | dan
eselon Il Pusat yang menyelenggarakan layanan publik, serta Unit Pelaksana
Teknis (UPT) BPOM. Sedangkan, IKM BPOM hanya dituangkan sebagai indikator
kinerja program dukungan manajemen dengan unit organisasi pelaksana yaitu Biro

Hukum dan Organisasi.
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TWITA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0 i Indeks
(IKM) Tahunan

2. Perbandingan capaian Tahun 2024 (Triwulan Sebelumnya) dan capaian Triwulan |

Tahun 2025
REALISASI REALISASI
INDIKATOR TAHUN 2024 | TW I TA. 2025 ‘éiIIIAEIIZIQ
(%) (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat 9733 i Indeks
(IKM) ’ Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan | Tahun 2025

TARGET REALISASI KRITERIA
INDIKATOR TA. 2025 | TWITA. 2025 | % CAPAIAN
CAPAIAN
(%) (%)
Persentase Keterlibatan UPT

dalam Program Sediaan 97 25 0 0 Indeks

Farmasi dan Pangan Olahan di ' Tahunan
Provinsi/Kabupaten/Kota
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4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan
kKinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian tersebut, antara
lain:

a. Intensifikasi KIE melalui berbagai media, dan informasi yang dapat diakses
setiap

saat tersedia;

b. Pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi sesuai prosedur dan
standar yang berlaku

c. Tindak lanjut permintaan informasi dan pengaduan konsumen sampai tuntas;
d. Pemberdayaan masyarakat dan kader secara kontinyu;.

e. Kompetensi petugas yang baik;

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penyediaan data monev dan kinerja yang terpadu melalui inovasi KELE DATA,;

- Optimalisasi program pro PN dan penyebaran informasi melalui inovasi mobil
terosa, Kader Kata BPOM dan Paman Baronda yan dilakukan secara berkala

- Kolaborasi bimibngan teknis kepada penanggungjawab fasyankes secara
kontinyu setiap tahun beekrjsama dengan dinas Kesehatan

- Pelaksaan pengawasan sarana, sampling dan pengujian, sertifikasi,
pengawasan iklan dan label yang dilakukan secara konsisten.
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Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Progres Rencana Aksi

Belum
. - - - . . Rencana . - -
No Indikator Kondisi Awall Rekomendasi Timeline Aksi yang Rencana Kondisi Akhir
Sudah Ak3|lyang Timeline
Selesai Belum
Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Komunikasi aktif
Adanya jenis obat targeted ggzgrﬁgrggf;ra?ngu“ Jumlah sampel yang
Persentase sampel yang sudah ditetapkan Pedoman Sampling dilaporkan masuk
i ) .- pada salah satu anak - . . 28,16 sampel masuk
Sediaan Farmasi berisiko . . dan Pengujian secara April — Juni -
1 s . . | lampiran namun tidak dapat ; - - - pengujian ,12 sampel
yang ditindaklanjuti sesuai | . . ; N lebih mendalam 2025
diuji oleh balai penguiji . yang sudah masuk
ketentuan . 2. Konsisten . .
karena tidak termasuk .melaksakan samplin tidak memenuhi
dalam anak lampiran 26 dan pengawasanp 9 penandaan sampling
penandaan
Kendala: Belum
dilaksanakan KIE
Persentase fasilitas Farmakovigilans
5 pelayanan kesehatan April — Juni i i i kepada Saryankes
yang telah melaporkan 2025 KIE Farmakovigilans
KTD/ESO kepada Saryankes
akan dilaksanakan
pada April 2025
Kendala : 1. Efisiensi
anggaran?2. Detektor
Persentase sampel PHRED untuk
3 Pangan Olahan berisiko April — Juni i i i pengujian aflatoksin
yang ditindaklanjuti sesuai 2025 rusak dan tidak ada

ketentuan
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Semua sampel
menunjukkan hasil
pemeriksaan dan
pengujian memenuhi
syarat, sehingga
capaian 100% (tidak
memerlukan tindak
lanjut).

RTI :1. Penyesuaian
jenis sampel yang
diuji sesuai dengan
ketersediaan
reagen.2. Pengujian
aflatoksin
dilaksanakan pada
bulan april dengan
meminjam alat di
BBTPTP.3.
Melaksanakan
pemeriksaan dan
pengujian sampel
sesuai Pedoman
Sampling dan
melaksanakan tindak
lanjut jika
menunjukkan hasil
TMS.

Persentase sampel KLB

keracunan pangan yang April — Juni
diuji sesuai standar oleh 2025
UPT

Persentase sampel PIRT

berisiko yang April — Juni
ditindaklanjuti sesuai 2025
ketentuan

Persentase

keputusan/rekomendasi April = Juni
hasil pengawasan 2025

Sediaan Farmasi dan
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Pangan Olahan yang
ditindaklanjuti oleh
stakeholder

Persentase sarana
produksi Sediaan Farmasi

7 yang diperiksa dan Aprzllo—zé]unl Tidak ada kendala
ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Persentase sarana
produksi Pangan Olahan April — Juni

8 yang diperiksa dan 2025 Tidak ada kendala
ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Persentase fasilitas
distribusi Sediaan April = Juni

9 Farmasi yang diperiksa 2025 Tidak ada kendala
dan ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Persentase sarana
distribusi Pangan Olahan April — Juni

10 | yang diperiksa dan 2025 Tidak ada kendala
ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
Persentase iklan sediaan

11 farmasi dan pangan April — Juni Tidak ada kendala
olahan yang diawasi 2025
sesuai ketentuan

Adanya Blokir
anggaran sehingga

Nilai pemenuhan Lab medmerluka_n
Pengujian Sediaan E,;:Izlseas#;;n

12 Farmasi dan Pangan April — Juni kegiatan, pelaksanaan
olahan UPT sesuai 2025 '

Standar Kemampuan
Laboratorium

kegiatan baru akan
dilaksanakan mulai
bulan April 2025,
sesuai dengan tsrget
yang ada

Balai POM di Ambon
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Tingkat efektivitas KIE

Adanya Blokir
anggaran sehingga
memerlukan
pednyesuaian
Pelaksanaan

13 Sediaan Farmasi dan April = Juni keaiatan pelaksanaan
Pangan Olahan di wilayah 2025 g P
: kegiatan baru akan
kerja UPT ) .
dilaksanakan mulai
bulan April 2025,
sesuai dengan tsrget
yang ada
Adanya Blokir
anggaran sehingga
memerlukan
Jumlah sekolah yang Z?;jlgr? Zgi;iﬂ}uaé ?3:69 Akan dilaksanakan pada Ei?;g:;#;;n
melaksanakan J TW selanjutnya April = Juni :
14 Program Sekolah dengan . kegiatan,pelaksanaan
pembudayaan keamanan ; menunggu KAK dari 2025 .
PJAS Aman mencapai 88 kegiatan baru akan
pangan pusat : .
sekolah dilaksanakan mulai
bulan April 2025,
sesuai dengan tsrget
yang ada
Zar:ilzﬁ I;Z'Sr;ah;nn 2024, Akan dilaksanakan pada Pelaksanaan
Jumlah desa pangan Jur ayang TW selanjutnya April — Juni Kegiatan akan
15 diintervensi melalui . 2 : .
aman . menunggu KAK dari 2025 dimulai bulan April
Program GKPD mencapai
pusat 2024
56 desa
!Dada akhir tahun 2024, Akan dilaksanakan pada Pelaksanaan
jumlah Pasar yang . . . )
Jumlah pasar pangan - : . TW selanjutnya April = Juni Kegiatan akan
16 . . diintervensi melalui . ) ; .
aman berbasis komunitas menunggu KAK dari 2025 dimulai bulan April
Program PPABK
. pusat 2025
mencapaill Pasar
Persentase UMKM yang
didampingi dan Progres kegiatan
memperoleh rekomendasi April — Juni berjalan dengan
17 | sertifikat cara pembuatan P 2025 Menyesuaikan

OBA, Kos yang baik
dan/atau IP CPPOB
pangan olahan

Balai POM di Ambon
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Persentase Keberhasilan

Terdapat 2 Perkara Carry
Over 2024, perkara
pertama telah dilakukan
penghentian penyidikan
melalui mekanisme gelar

Melaksanakan gelar
untuk menentukan
status hukum terhadap
perkara carry over 2024.

Progres kegiatan
berjalan sesuai
dengan efisiensi
anggaran, dan

18 Penyidikan Kejahatan dan telah disertai dengan Mencari informasi dan April = Juni Progres capaian
Sediaan Farmasi dan administrasinya. Perkara memperdalam 2025 dihitung secara
Pangan Olahan di UPT carry over kedua sudah pengumpulan bahan proporsional sesuai

sampai tahap I, namun dan keterangan untuk dengan tahapan
perkara tersebut telah mendapatkan target perkara yang sudah
diterbitkan pengembalian perkara 2025 dilalui
SPDP oleh Kejati Maluku.
Persentase Laporan Telah melaksanakan . . .
> . . o Konsisten dalam KegiatanPatroli cyber
Analisis Kejahatan kegiatan patroli siber dan :
. . . melakukan kegiatan . . dan cegah tangkal
Sediaan Farmasi dan kegiatan cegah tangkal o April — Juni ; 4
19 Pangan Olahan yan serta melakukan pelaporan patroli siber dan cegah 2025 dilakukandan di
angan yang S belap tangkal serta pelaporan laporkan secara tepat
diselesaikan sesuai pada aplikasi secara tepat
secara tepat waktu waktu
standar waktu
Indeks Pelayanan Publik April = Juni .

20 UPT 2025 Perhitungan tahunan
Nilai Pembangunan ZI April = Juni .

21 UPT BPOM 2025 Perhitungan tahunan

22 | Nilai AKIP UPT Aprzllo—zgum Perhitungan tahunan
Nilai Kinerja Anggaran April — Juni .

23 UPT 2025 Perhitungan tahunan
Indeks Manajemen Risiko April = Juni .

24 UPT BPOM 2025 Perhitungan tahunan
Persentase Realisasi Aoril — Juni

25 Belanja Produk Dalam P Perhitungan tahunan

. 2025
Negeri
Nilai Kualitas Pengelolaan April — Juni .

26 Kearsipan 2025 Perhitungan tahunan
Nilai Kualitas Pengelolaan Aoril — Juni

27 Pengadaan Barang dan p2025 Perhitungan tahunan
Jasa
Nilai Kualitas Pengelolaan April — Juni

28 Barang Milik Negara p2025 Perhitungan tahunan

(BMN)

Balai POM di Ambon
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Persentase Keterlibatan
UPT dalam Program

29 | Sediaan Farmasi dan Apr2|I0—2\5]un| Perhitungan tahunan
Pangan Olahan di
Provinsi/Kabupaten/Kota
Indeks Kepuasan April — Juni .

30 Masyarakat (IKM) 2025 Perhitungan tahunan

Balai POM di Ambon
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3.3 Realisasi Anggaran
Anggaran Kegiatan Balai POM di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Triwulan | Tahun 2025 sebesar
26.935.263.000 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta
Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), DIPA Revisi Rp26.128.121.000 (Dua
puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu
rupiah) adalah dan Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan | Tahun
2025 Balai POM di Ambon dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah
terealisasikan sebesar Rp2.132.492.367,- (Dua miliar seratus tiga puluh dua juta
empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) atau

sebesar 8,16%.

Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan

Target APBNP 2025 Realisasi TW | 2025 Persentase Capaian

OUTPUT
Output Input Onput Input Output Input (%)
(Volume) (Anggaran) (Volume) | (Anggaran) (%) P °

Laporan Analisis
AEA.001 | Kejahatan Obat dan 14 94.383.000 3 0 21,43% 0,00%
Makanan oleh UPT

Keputusan/Sertifikasi
BAH.001 | Layanan Publik yang 160 118.507.000 8 0 5,00% 0,00%
Diselesaikan oleh UPT

BDC.001 | Fasilitas dan 331 150.181.000 81 23.005.570 | 24,47% | 15,32%
Pembinaan Masyarakat

Laporan koordinasi
BKB.001 | pengawasan Obat dan 1 226.000.000 0 7.415.000 0,00% 3,28%
Makanan

Layanan Informasi
Keamanan dan Mutu

0, 0,
BMB.001 Obat dan Makanan oleh 21 57.569.000 3 5.600.000 14,29% 9,73%
UPT
Sarana Pengawasan
CAB.001 | Obat dan Makanan di 11 200.000.000 1 1.075.000 9,09% 0,54%

Seluruh Indonesia

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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CAN.001

Perangkat pengolah
data dan komunikasi

80.000.000

0,00%

0,00%

PDD.001

Laboratorium
pengawasan Obat dan
Makanan yang sesuai
Good Laboratory
Practice

1.378.248.000

45.950.000

0,00%

3,33%

QCD.U48

PERKARA DI BIDANG
PENYIDIKAN OBAT
DAN MAKANAN DI
BPOM AMBON

400.110.000

9.936.900

0,00%

2,48%

QDB.001

Sekolah dengan
Pangan Jajanan Anak
Sekolah (PJAS) aman

10

537.064.000

0,00%

0,00%

QDB.002

Desa Pangan Aman

544.308.000

0,00%

0,00%

QDB.003

Pasar aman dari bahan
berbahaya

152.085.000

458.000

0,00%

0,30%

QDC.001

Sarana Pelayanan
Kesehatan
(RS/PKM/KIinik) yang
diberikan KIE
Farmakovigilans

45

41.000.000

0,00%

0,00%

QDG.001

UMKM yang didampingi
dalam pemenuhan
standar oleh UPT

13

50.925.000

0,00%

0,00%

QIA.001

Sampel Makanan yang
Diperiksa oleh UPT

342

424.746.000

55

6.092.680

16,08%

1,43%

QIA.002

Sampel Obat, Obat
Tradisional, Kosmetik
dan Suplemen
Kesehatan yang
Diperiksa

Sesuai Standar oleh
UPT

933

628.620.000

63

27.929.512

6,75%

4,44%

QIC.001

Sarana Produksi Obat
dan Makanan yang
Diperiksa oleh UPT

49

38.474.000

10,20%

0,00%

QIC.004

Sarana Distribusi Obat,
Obat Tradisional,
Kosmetik, Suplemen
Kesehatan dan
Makanan yang
Diperiksa oleh UPT

689

1.118.905.000

81

27.566.850

11,76%

2,46%

Balai POM di Ambon
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Alat Laboratorium
pengawasan Obat dan

RAB.001 | Makanan yang sesuai 25 10.677.478.000 0 0 0,00% 0,00%
Good Laboratory
Practice

EBA.956 | Layanan BMN 1 8.000.000 0 0 0,00% 0,00%

Layanan Dukungan

EBA.994 | \anajemen Internal

1 9.201.518.000 0 1.977.462.855 | 0,00% 21,49%

2.661 26.128.121.000 300 2.132.492.367 | 11,27% 8,16%

3.3.1 Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai

Kinerja per sasaran

Analisis Efisiensi Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.
Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu
kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output
yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian
output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi %

capaian output dengan % capaian input.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar

efisiensi (SE). dengan kriteria :

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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No Tingkat Efisiensi Capaian

1 <0 Tidak Efisien

2 0-0,2 100% (efisien)

3 0,21 -0,4 95% (efisien)

4 0,41 -0,6 92% (efisien)

5 0,61 - 0,8 90% (efisien)

6 0.81—-1,0 88% (efisien)

7 1,01 - 1,2 86% (tidak efisien)
8 1,21-1,4 84% (tidak efisien)
9 1,41-1,6 80% (tidak efisien)
10 1,61-1,8 78% (tidak efisien)
11 >1.81 75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi kinerja Balai POM di Ambon Triwulan | Tahun 2025 sebagai
berikut :

OUTPUT TE KATEGORI

Laporan Analisis Kejahatan Obat

AEA.001 dan Makanan oleh UPT -1,00 Tidak Efisien

Keputusan/Sertifikasi Layanan

BAH.001 Publik yang Diselesaikan oleh UPT -1,00 Tidak Efisien

Fasilitas dan Pembinaan

BDC.001 Masyarakat 0,60 Efisien

Laporan koordinasi pengawasan

BKB.001 Obat dan Makanan -1,00 Tidak Efisien

Layanan Informasi Keamanan dan

BMB.001 Mutu Obat dan Makanan oleh UPT 0.47 Efisien

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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Sarana Pengawasan Obat dan

CAB.001 Makanan di Seluruh Indonesia 15,91 Tidak Efisien

Perangkat pengolah data dan

CAN.001 o -1,00 Tidak Efisien
komunikasi

Laboratorium pengawasan Obat

PDD.001 | dan Makanan yang sesuai Good -1,00 Tidak Efisien
Laboratory Practice

Perkara Di Bidang Penyidikan Obat

QCD.u48 Dan Makanan Di Bpom Ambon -1,00 Tidak Efisien

Sekolah dengan Pangan Jajanan

QDB.001 Anak Sekolah (PJAS) aman -1,00 Tidak Efisien

QDB.002 | Desa Pangan Aman -1,00 Tidak Efisien

QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya -1,00 Tidak Efisien

Sarana Pelayanan Kesehatan

QDC.001 (RS/PKM/KIinik) yang diberikan KIE -1,00 Tidak Efisien
Farmakovigilans

UMKM yang didampingi dalam

QDG.001 pemenuhan standar oleh UPT -1.00 Tidak Efisien

Sampel Makanan yang Diperiksa

QIA.001 oleh UPT 10,21 Tidak Efisien
Sampel Obat, Obat Tradisional,
Kosmetik

QIA.002 dan Suplemen Kesehatan yang 0,52 Efisien
Diperiksa

Sesuai Standar oleh UPT

Sarana Produksi Obat dan

QIC.001 Makanan yang Diperiksa oleh UPT -1,00 Tidak Efisien

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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Sarana Distribusi Obat, Obat
Tradisional, Kosmetik, Suplemen _ N
QIC.004 Kesehatan dan Makanan yang 3,77 Tidak Efisien
Diperiksa oleh UPT
Alat Laboratorium pengawasan
RAB.001 | Obat dan Makanan yang sesuai -1,00 Tidak Efisien
Good Laboratory Practice
EBA.956 | Layanan BMN -1,00 Tidak Efisien
Layanan Dukungan Manajemen
EBA.994 -1,00 Tidak Efisien
Internal
0,38 Efisien

Balai POM di Ambon
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2.  LAPORAN KNERIA.
- BAB IV PENUTUP

Triwulan | Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis 2025-2029,
Laporan Kinerja Interim TW | Tahun 2025 Balai POM di Ambon sebagai media
pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai POM di Ambon pada TW | Tahun 2025,
atas segala permasalahan dan kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya
untuk membuat langkah-langkah dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang.
Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar

diperoleh capaian kinerja Balai POM di Ambon pada TW | Tahun 2025 sebagai berikut:

= Secara keseluruhan BPOM di Ambon akan berkomitmen mengawal capaian pada
tahun 2025 agar dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya

= Diperoleh nilai NPSS total sebesar 95,84%, NPS perspektif stakeholder sebesar
62,22%, NPS perspektif internal proses sebesar 95,84%, NPS perspektif learning &

growth sebesar 0%.

Pada Triwulan | Tahun 2025 telah dilakukan penilaian pada sasaran strategis untuk
mengetahui keberhasilan kinerja. Nilai capaian keberhasilan tiap sasaran strategis Balai
POM di Ambon Triwulan | Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“‘Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di
wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 77,77% dengan kriteria “Cukup”.

2. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“‘Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja
UPT” mencapai NPS sebesar 0% karena merupakan indeks tahunan.

3. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“‘Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” mencapai NPS

sebesar 104,21% dengan kriteria “Sangat Baik”.

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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4. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran

“‘Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan

mutu” mencapai NPS sebesar 46,68% dengan kriteria “Kurang”

5. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang
efektif di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 183,30% dengan kriteria “Tidak
dapat disimpulkan”.

6. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 100% dengan
kriteria “Baik”.

7. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
‘Layanan Publik UPT yang prima” mencapai NPS sebesar 0 karena merupakan
indeks tahunan.

8. Pada Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran
"Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” mencapai NPS

sebesar 0 karena merupakan indeks tahunan.
SARAN

Secara keseluruhan penilaian NPSS yang telah dilakukan menunjukkan hasil capaian
kinerja dengan nilai sebesar 95,84% dengan predikat “Baik”. Oleh karena itu perlunya
konsistensi monitoring dan perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pencapaian
kinerja BPOM Ambon.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Triwulan | Tahun 2025 Balai POM di Ambon
sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan
ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus diperbaiki :
1. Pengajuan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan Badan

POM untuk pengadan Alat Laboratorium, Suku Cadang, Baku Pembanding,

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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Media Mikrobiologi dan Reagensia untuk pengujian sampel rutin, sampel

Regional, sampel loka POM dan sampel Pihak Ketiga serta anggaran
pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi Alat Laboratorium BPOM Ambon.

2. Meningkatkan, melaksanakan percepatan dan mengoptimalkan kinerja personil
pengujian sehingga pengujian dapat diselesaikan sesuai standar dan tepat
waktu;

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi stake holder terkait untuk berkomitmen
menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan lebih banyak lagi. Selain
itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku
kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga
kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk pengawasan Obat dan
Makanan.

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan criminal justice system (CJS).

6. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Badan POM yang
sudah tersedia.

7. Peningkatan koordinasi dengan tokoh masyarakat terkait penentuan lokasi KIE

agar mewakili seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
8. Peningkatan indeks pada aspek Ragam kegiatan, Manfaat dan Minat

9. Berkoordinasi dengan Biro Hukor dan Kejaksaan Negeri Dobo terkait hasil
putusan Praperadilan dan Menetapakan target operasi penindakan dan
penyelidikan lebih lanjut

10. Menigkatkan Koordinasi Dengan PIC Pelaporan Keracunan Rumah Sakit Untuk

Melaporkan Kasus Keracunan
B. Rencana Tindak Lanjut

1. Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan serta pelaksanaan pengujian

sesuai standar dan tepat waktu.

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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2. Pemenuhan Kebutuhan Reagensia, Media Mikrobiologi dan Suku Cadang sesuai

jumlah sampel yang diuji dan ditargetkan untuk Tahun 2024.

3. Alat Laboratorium yang pemakaiannya overload perlu dilakukan pemeliharaan,
perawatan dan kalibrasi setiap Tahun oleh pihak ketiga agar performance Alat
Laboratorium dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Maluku terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.

5. Melakukan coaching clinic dengan criminal justice system agar penegakan hukum
dapat berjalan dengan baik.

6. Sosialisasi dan implementasi pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Badan
POM.

7. Melakukan penyegaran Kembali Bimtek Pelaporan Kejadian Luar Biasa dan
Kasus Keracunan (Toksikovigilans) melalui Aplikasi SPIMKER dan Bimtek
Fakmakovigilans (MESO) bagi petugas kesehatan dan PIC Pelaporan di Rumah
Sakit dan Puskesmas selain Kota Ambon di Provinsi Maluku.

8. Melakukan pemerataan KIE ke daerah kepulauan dan daerah terpencil termasuk
dengan strategi memanfaatkan media penyiaran (tv dan radio) sehingga dapat
menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau oleh moda trasportasi khususnya
pulau terpencil. Demikian juga dengan memasang poster obat dan makanan di
seluruh kantor desa dan puskesmas juga untuk menjangkau masyarakat di pulau
terpencil.

9. Terus melakukan pendampingan saat pengisian evaluasi pada kegiatan KIE

selanjutnya

Balai POM di Ambon Triwulan I 2025
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